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BUPATI KETAPANG 
PROVINSI KALIMATAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG 

PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN 
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menciptakan ketertiban 
penyelenggaraan operasional dan administrasi, 
meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran 
kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar 
Operasional Prosedur; 

b. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan 
konsistensi operasional dan administrasi pelayanan, 
perlu mengevaluasi dan menyempumakan Standar 
Operasional Prosedur: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang 
Pendapatan Daerah dan Bidang Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ketapang 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 _Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 3 · Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang 
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); 
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Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pelayanan Publik Kabupaten 

Daerah Kabupaten Tahun 2012 

18. 

17. 

16. 

15. 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- 
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- 
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- 
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang 
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M- 
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan 
Gudang; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 
Akta Kelahiran; 
Peraturan Bupati 
Penyelenggaraan 
Ketapang (Berita 
Nomor 123); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 
BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, BIDANG 
PENDAPATAN DAERAH DAN BIDANG ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dan Dewan ·Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 
berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai 
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja 
yang bersangkutan. 

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana 
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di 
dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang perinciannya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) SOP pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 
a. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 
b. bidang perdagangan dan perindustrian; 
c. bidang pendapatan daerah; 
d. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

(2) Format SOP meliputi: uraian kegiatan, pelaksana, mutu baku yang 
terdiri dari persyaratan/kelengkapan, waktu dan output (keluaran), 
serta keterangan. 

(3) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan 
peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
perubahan dan penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan 
dan penyederhanaan persyaratan, prubahan pelaksana prosedur dan 
perubahan dan pengurangan waktu rata-rata pemprosesan izin dan 
non perizinan. 
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(5) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Bupati. 

(6) DPMPTSP dan seluruh PD terkait wajib memenuhi SOP sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(7) DPMPTSP bersama seluruh PD terkait wajib mengevaluasi SOP 
pelayanan secara berkala. 

(8) DPMPTSP dan seluruh PD terkait wajib menyediakan dan 
menyebarluaskan informasi berkaitan dengan SOP pelayanan kepada 
masyarakat. 

Pasal 4 

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penerapan SOP. 
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. melakukan pengawasan penerapan SOP; 
b. memberi masukan dalam penerapan SOP; 
c. melakukan penilaian penerapan SOP; 
d. melakukan pengaduan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan 

SOP; 
e. memenuhi semua prosedur pada saat meminta layanan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 26 Januari 2018 

BUPATI KETAPANG, 

Ttd 

MARTIN RANTAN 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 26 Januari 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

Ttd 

HERONIMUS TANAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 8 
Salinan sesuai dengan aslinya 

2 KEPALA BAGIAN HUKUM 
I SETDA B. K3:ANG, 

' 

EDY RAD ANSYA SH MH 
NIP. 197010617 200003 1 001 

- -- ---- -· 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANO, BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, 
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN BIDANG ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN. PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG 

I 

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 
a. SOP Pelayanan Izin Mendirikn Bangunan (IMB) 
b. SOP Pelaksanaan Review Gambar Teknis IMB secara Elektronik 
c. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB 
d. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 
e. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
f. SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
g. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
h. SOP Penanganan Pengaduan 
i. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
j. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
k. SOP Pelayanan di Front Office 
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2. Bidang Perdagangan dan Perindustrian: 
a. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
b. SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
c. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
d. SOP Penanganan Pengaduan 
e. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
f. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 

I 
g. SOP Pelayanan di Front Office 
h. SOP 'Pelayanan Perizinan Secara Paralel 

3. Bidang Pendapatan Daerah: 
a. SOP Pendaftaran dan Pendataan 
b. SOP Penetapan 
c. SOP Pembayaran Pajak 
d. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 
e. SOP Penagihan 
f. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan 

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 
g. SOP Keberatan dan Banding 
h. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
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4. Bidang Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 
a. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
b. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
c. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil 
d. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 
e. SOP Pelayanan Secara Paralel/Simultan 
f. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan KK/KTP-el/Surat 

Keterangan Pindah 
g. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 
h. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG 

--·-·1.-Bidang PekerjaarUmum dan Penataan Ruang: 
·' ' 

· a. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
b. SOP Pelaksanaan Review Gamar Teknis IMB secara Elektronik 
c. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB 
d. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 
e. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
f. SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
g. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
h. SOP Penanganan Pengaduan 
1. SOP Pelayanari. Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
j. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
k. SOP Pelayanan di Front Office 

I 



- 
NomorSOP 01/OR-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanggal Revisi 08 Desember 2019 
Tanggal Efektif 01 Januari 2018 

% SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2. Memahami ketentuan tata ruang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge'lung 3. Memahami ketentuan bangunan 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T:hun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 4, Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 
Mendirikan Bangunan I 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Pelaksanaan Review Secara Elektronik 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan !MB 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Penerbitan Produk Hukum 
7. SOP Penerbitan SKRD 
8. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
9. SOP Penanganan Pelanggaran !MB 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : paraf pada lembar ke-2 (untuk lembar untuk arsi 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : pemetaan penggunaan ruang 
p) 



A. Prosedur Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)MAdvice Planning 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Dinas Kepala Keterangan 
Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu Output 

DPMPTSP PU do.n TR DPMPTSP 

Mengisi form 
aplikasi/permohonan, 

menentukan 
tipe bangunan 

dan omor antrtan den 
1. identifikasi awal kebutuhan persyaratan serta perhitungan awal ( ) syarat sebagalmnana 3 menit berkas perohonan 

retribusi I Standar Pelayanan 

Memberikan informasi dan penjelasan Rencana Tata Ruang t Rencana Tata Ruang 

Kota,Tata Bangunan dan Lingkungan Kota, Tata Bangunan 

I I dean Ling@ungan perjelasen yang ba.k 2. (GSB,GS$,KDB,KLB,RMJ,DM.J) untuk lokasi yang bersangkutan, (0$B,05,K08,18, 3merit dan memadal 
penjelasan tarif retribusi, serta benchmarking/modelling dengan RMJ,DMJ) untk 

I kas! yang 
1MB yang telah terbit jika diperlukan oleh Pemohon bersangkutan 

U Rencana TR 
Kta, Tata Bang.nan 

Melakuk} n konsultasi dengan Tim Teknis apabila memerlukan I I I I dan Linghungan perjelasan yang bai 3. -p (G98,Gs,KDB.KLB. 3 menit I penjelas ,in lebih lanjut I dan memadal 

I RMJ,DM.J) auk 

i lokast yang 

I ' bersangiutan 

U sor [ee 
Memproses penerbitan SKRK (cetak dan penandatanganan) se·ara 

4. sebagaimana SOP Review secara Elektronik dan SOP Surat I I Deras permohoner 7 ha (tpe ). 14 SKRK 
Elektronik dan 

hard (Tlpe I! & I) $OP sret 
Masuk dan Surat Keluar I Masuk dan Surat 

Keluar 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRK kepada t 
5. ( ) SKRK dan tanda 3menit anda terima yang 

Pemohon ternima peryerehan tetah tersimpan 

B. Prosedur lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Pendahuluan 

Mengisi form aplikasi/permohonan, memastikan kelengkapan nomor anttan dan 
1. berkas dan mengurutkan sesuai nomor persyaratan ( ) syarat sebagalmana 5 merit bedas permohonan 

I 
Standar Pe'ayanan 

Memberikan perhitungan awal perkiraan besaran retribusi, dan t - 
2. benchmarking/modelling dengan 1MB yang telah terbit jika I I dattar tarif dan contoh 3 merit berkas permoh0nan 

diperlukan kembali oleh Pemohon 
(MB yang tetah terbit 

I 
I 

/ 

3. 
Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis untuk memberikan I I I I penjelasan yang baik 
penjelasan lebih lanjut gambar teknis yang dimohonkan ] 

berdas permohonon 3 merit dan memadal I 
I 

w 

4. Memberikan tanda terima yang juga berisikan jadwal inspeksi dan I I bendas perrohonan 3 menit tanda terima nomor tracking jadwal inspeksi lapangan . 
0 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Dinas Kepala Keterangan 

Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu Output 
DPMPTSP PU dan TR DPMPTSP 

5. Melalrukan entry data permohonan dan upload gambar kedalam Q 
berkas pecmohonan 10 merit data entry dan gambar 

sistem aplikasi I I ter-upload 

I 

Mereview gambar teknis secara elektronik: 

0- 6. 
a. Ceklist berdasarkan tipe/kategori bangunan data entry tan gambar 

b. Konsultasi dengan Tim Review ter-upload 

SOP Review 
c. Pemenuhan Standar Bangunan 1 hard cellist entry data dan secara 

poin-poin res Eektronik 

' 
7. Menyusun poin-poin revisi gambar apablla terdapat perubahan atau I I data entry dan gambar 

penyesuaian te-upload 

I 
Pemerosesan sesuai tipe: 

I a. Tipe I, tanpa pernyataan/catatan dari lingkungan sekitar 

8. b. Tipe II, tanpa atau dengan pernyataan/catatan dart lingkungan I I I 
sekitar 
Tipe Ill, wajib dengan pernyataan/catatan dart lingkungan keputusan syarat 

SOP Review c. 1 heal secaca 
sekitar tambahan Elektronik 

Menenlukan kebutuhan persyaratan tambahan untuk Tipe II dan , 
9. Tipe Ill dengan melihat keterkaitannya dengan sektor lain (jika I I memang diperukan) (industri, Iingkungen hidup, kebakaran, bina 

marga, perhubungan, sumber daya air dan kesehatan) 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: , 
a. Verifikasi gambar teknis di lapangan, persetujuan atau revisi berkas permohonan SOP Perirjauan 

10. I I I I dan cekfst entry data f hart persettuan atat poinr dan inspeksi gambar - serta poinpoinrevisl 
poin reisi Lapangan 

b. Pematokan awal I I I 

c. Perhitungan volume rencana bangunan 

d, 

11. Merivisl atau memperbaiki gambar tekis sesuai poin-poin revisi I I poin-poin revsi 2hart revisit gambaf 
Tim T eknis apabila terdapat perubahan atau penyesuaian 

format persettuan atau 

12. 
Meminta pernyataan/catatan dari lingkungan sekitar dengan I I peryataanicatatan 3hand catatan pertmbangan 
memperlihatkan gambar yang telah di verifikasi oleh Tim Teknis dan gambar te'is eberatan 

l 

13. 
Merivisi gambar teknis sesuai dengan catatan apabila terdapat I I catatan pertmbangan 2hart reis! garbar 
pertimbangan atau keberatan dari lingkungan sekitar 0 

atau keberatan 

.... 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Dinas Kepala Keterangan 

Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu Output 
OPMPTSP PU dan TR OPMPTSP 

Mernproses penerbitan SKRD (cetak dan penandatanganan) 0 
14. sebagairnana SOP Penerbitan SKRD dan SOP Surat Masuk dan I l 

perhitungan votme f hand SKRD SOP Peertitan 
rencena bangunan SKRD 

Surat Keluar 

SOP 

Memproses penerbitan IMB Fendahuluan (cetak dan I, Pelaksan2an 

I I 
SKRD an has Reiewsecaa 

15. penandatanganan) sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat verdfiasi gambar fhari MB Pendahuan Elektronik dan 

Keluar teinis d apangan Soe srat 
Masuk dan Surat 

Kelar 
I 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRD dan 1MB 
SKRD, MB 

16. Pendautan dan 3 menit tan'a terima yang 
Pendahuluan kepada Pemohon ( ) tenda tertrma telah tersimnpan 

penyerahan 
! 

C. Prosedur lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Asll i 
I 

Melakukan pemberitahuan selesainya pelaksanaan pembangunan ( ) nomar antian daen 
1. atau penundaan jjka terjadi penundaan 

saat sebagaimane 3menit beras penmohonan 

I Standar Petayanan 

L 
2. Melakukan entry dan penjadwalan inspeksi lapangan I I beras permohonan 3 merit data entry dan tanda 

terima 

Lu 

3. 
Memberikan tanda terima yang juga berisikan jadwal inspeksl dan I I tan!a terima 2 menit penyerahan tandea 

nomor tracking jadwal inspeksi lapangan terim.a 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: I 

a. Verifikasi bangunan di lapangan, persetujuan jjika telah sesual persetanpoin- poin 
dengan IMB Pendahuluan revisi garbar dan 

4. b. Revisi gambar, perhitungan ulang volume SKRD dan atau I I I I. . MB Peodahut.an fhad peritungan utan 

denda jika terjadi perubahan volume bangunan I ·1 p> volume SKRD/rat 
peringaten 

c. Pembatalan IMB dan atau pembongkaran bangunan bagi yang 
melanggar 

J, 
5. 

Merivisi gambar teknis jka terdapat perubahan atau penyesuaian, I I atau pembongkaran bangunan jika melanggar 
poin-pain revisi reisi $0P 
gambarsurat 2her gambarangunan Penanganan 

I I 
pertngatan yang telah dibonokar Pelanggaran 1MB 

6. 
Memastikan Pemohon melakukan revisi gambar, atau 
pembongkaran bangunan jika melanggar n 

$ 



Pelaksana tutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Dinas Kepala Keterangan 

Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu Output 
OPMPTSP PU dan TR DPMPTSP 

9 SOP Rew 
Memproses penerbitan SKRD apabila terdapat revisi gambar dan perhtungan utang secan Ekron.k 

7. f hart SKRD dn SOP Surat 
perhitungan ulang volume bangunan I I volume begunan Msuk d Sart 

Kelut 

I 
L 

I I -' k >j I !MB Perdahut,an dan SOP Perth 
Pr@du' Auteur an 8. Memproses penerbitan IMB Asli ·1 has./ ver.fiasl 7hat IM8 Asl SOP Surat Mk I bang.nen dlapangan 

I da Surat Ketear 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRD dan [MB Asli 
J, 

SKRD, IM9 At dan 
9. ( ) tanda ter!ma 3 merit 

tanda terdma yang 
kepada Pemohon 

I penyerahan 
tetah tersimpan 

.. 

0, 



$ 
NomorSOP 02/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 ' Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH . 
Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PELAKSANAAN REVIEW GAMBAR TEKNIS IMB SECARA ELEKTRONIK 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Memahami ketentuan bangunan I 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 4. Dapat mengoperasikan program/apl+asi perizinan 
Mendirikan Bangunan I 

Keterkaitan ' Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Penerbitan Produk Hukum 
7. SOP Penerbitan SKRD 
8. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbalkan Surat/Sertifikat Izin 
9. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload gambar 

3. nm Teknis Dinas PU dan TR : register review gambar 

$ 



Prosedur Pelaksanaan Review Gambar Teknis IMB Secara Elektronik 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Tim Teknls DPMPTSP Tim Teknis Dinas PU dan TR pemohon Ketengkapan Waktu Output 

Memastikan seluruh tugas entry data terisi dengan benar dan berkas permohon.an ( ) data entry dan 1. menjamin keberhasilan upload gambar teknis dengan da pedomsn best 5 menit gmbar ter-pload 
berpedoman pada best practi ce checklist poaetice chocklist 

Memastikan Tim Teknis OPD terkait melakukan review secara nobif.sionfrral I I data entry dan 
2. elektronik dengan melihat ketersediaan akun aktif dan alteratif . gambar tr-pload, 3 merit atau aterat.f 

I serta dafar alunim penganii pengganti keanggotaan Tim 

3. Melakukan review dan ceklist berdasarkan tipe/kategori dan 
kriteria yang telah ditentukan: 

a. review dengan berpedoman pada best practice checklist 
penjadwalan review manual jika kriteria tidak > b. memungkinkan (gambar teknis terlalu kompleks atau I lainnya) 
permintaan pengulangan upload jika gambar tidak r c. memenuhi ketentuan pencetakan (jenis file, margin, I data entry da data entry dan 
penamaan, dll) gambar er-upload persetudaan/panda 

$eta pedoman best an garbar dan poinr 
proctice checklist poin nevi SOP Review 

V secara Memastikan seluruh tugas coklist review terisi, menyetujui atau 

I j f ha E'eitronil da 4, menandai gambar apabila terdapat revisi, dan memastikan SOP Surat 
keberhasilan review Masak dan 

Surat Kela 

V 

5. Menyusun poin-poin revisi gambar apabila terdapat perubahan I I atau penyesuaian 

V 
notifka lorfras.i 

6. Merastikan Tim Teknis DPMPTSP menerima penjadwalan I I jadwat d netfksl dagamtar ter- review manual atau mengulangi upload gambar pload 

7. Melakukan pemberitahuan kopada Pemohon; 
Vv a. jadwal pertemuan bersama Tim Teknis Dinas PU dan PR di I I jawal atao poi-poin 5 merit konrmas Kantor DPMPTSP [ika dilakukan secara review manual eisi 

b. jika ada revisi teknis atau perbaikan ketentuan gambar I 

J, 
peretujan/enand 

8. Melakukan review manual bersama Pemohon dan Tim I L -l I .I I gambat teleis 1 hart an gabar da polr DPMPTSP untuk gambar teknis kompleks atau lainnya I I 1 <1 poin reisi 
I 

J, 
9. Merivisi atau memperbaiki gambar teknis sesuai poin-poin revisi I I penandaan gambar 2ha teMsi gambar Tim Toknis apabila terdapat perubahan atau penyesuaian dan poirpain resi 

I 

10. Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: 

I L « I L I I inspeksi IMB Pendahuluan -p betas pemohonan peretua atau pol a. l I I dan cellist entry data 1hard 
inspeksi IM8 Asli set poirrpoinrevisl pointesi b. r 



Pelaksana Mtu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Tim Teknis DPMPTSF Tim Teknis Dinas PU dan TR pemohon Ketengkapan Waktu Output 

Merivisl alau memperbaiki gambar teknis cosuai poin-poin revisi Q 
11. Tim Teknis apabila kembali terdapat perubahan atau poi+pores 2bat evii gambar 

penyosuaian pada inspeksi lapangan I I 
' lw 

1.2. Melakukan scaning dan upload gambar yang telah di review I I gabar tali yang 5 menit gatar ter-plod secara manual dan telah diinspeksi tela deiew 

-· I 

Melakukan scaning dan upload gambar yang telah di dilakukan 
J, 

13. I I tevisi gmbarsesuai $menit gabar ter-upload 
perubahar/penyesuaian sesuai inspeksi lapangan inspeksi bpangan 

I 

14. Menyetujui gambar secara elektronik dengan berpedoman ! V data entry dan 
kepada best practi ce persetujuan secara elektronik ( ) gambar ter-upload fhari perstu#an terertry 

I 



6 
Nomor SOP 03/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaqal Efektif 01 Januari 2018 X 

• SEKRETARIAT DAERAH " SEKRETARIS DAERAH Disahkan oleh 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN IMB 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung l. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Memahami ketentuan bangunan 
I 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 
Mendirikan Bangunan I 

I 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
l. SOP Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) l. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelaksanaan Review Secara Elektronik 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perzinan Secara Paralel 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Penerbitan SKRD 
7. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 
8. SOP Surat Masuk dan Surat Keiuar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas l. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register peninjauan dan inspeksi lapangan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : ceklist form dan berita acara 



Prosedur Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 1MB 
Pelaksana utu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Dinas PU Keterangan 
Front Office Pemohon Tim Teknis DPMPTSP dan TR Ketengkapan Waktu Output 

Memberikan informasi jadwal inspoksi dan nomor tracking 
jadwal inspeksi lapangan; 
a. inspeksi IMB Pendahuluan, 2 hari setelah gambar teknis 

disetujui ( ) 
beriaas penmohonan 

1. dan pedoman best 3 ment tanda terdra 
b. inspeksi /MB Asli, 2 hari setelah pemberitahuan Pemohon 

I 
practice checklist 

C. inspeksi lain jika diperlukan, sebelum IMB Asli dibetikan 
I 

Mempersiapkan lokasi pembangunan, pematokan batas tanah L 
perberttahuan batastanah dan 

2. dan patok rencana bangunan setelah menerima pemberitahuan I I persetuan gambar 2tan renana bagun.an 

persetujuan gambar teknis (IMB Pendahuluan) teknis te'ah drpatok 

I 
J 

3. Melakukan pemberitahuan selesainya pelaksanaan I I berias permohonan 3 menit tanda terimna pembangunan atau penundaan jika terjadi penundaan (IMB Asli) I MB Ai 

I I 
J, f 

Meminta penjadwalan atau perubahan jadwal inspeksi via nomor I 4. resmi atau jalur SMS resmi DPMP'TSP jika dalam tenggat waktu I I tad teria 3 mid le.arrasi 

di atas inspeksi belum dilakukan 
penjadwalan 

I 

Memastikan Tim Toknis OPD terkait menerima dan melakukan U 
konfirmasi penjadwalan secara elektronik atau via telpon dengan I I 

data entry dan net.fears.i/onf.rmai 
5. melihat ketersediaan akun aktif dan alternatif pengganti 

gamrbar ter-upload, 5 menit atau alternatif 
seta datar alaurtim pengganti 

keanggotaan Tim I 

Memastikan jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan dengan b notifkeasu/onfrma si 

6. baik, pada setiap hari kerja, dari jam 08.000 s.¢d 16.00 WI8 I I atau alt emat.f 30 menit (07.30 jadwal da sarpras 
pengganti, dan 08. 00) dalam ondsi balk 

dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai 
I 6arpras 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: 
a. Verifikasi gambar teknis di lapangan, persetujuan atau revisi 

qambar (IMB Pendahuluan) 

I I I I berkas penaohonan 
7. b. Verifikasi bangunan di lapangan, persetujuan atau revisi atau IM8 

gambar atau pembatalan/pembongkaran (IMB Asli) I I I Pendatutan 

c. Pomatokan atau pengukuran ulang 
d. Perhitungan volume roncana bangunan atau bangunan jadi persetuuan/poi-poin 

revisi gamt ar dan 
fhai pert/tungan volume 

Mengisi form dan borita acara yang diperlukan secara manual I I SKROlurat 
8. tulis tangan form dan bent.a aCara peringatan 

V persetujar/poin-pein SOP 
Menyetujui gambar atau bangunan secara elektronik dengan 

( ) revisi gambar dan Pelaksanaan 
9. berpedoman kepada SOp pelaksanaan Review Secara pertiurga volume Review 

Elektronik SKRD/urat Secara 
pertngatan Elektronk 



e Nomor SOP 04/0R-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanggal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 � 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN RETRIBUSI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Namer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah i 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasl perizinan 
3. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan "ata Ruang 
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Ked/dukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2 SOP Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
s. SOP Pelayvanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan 



Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 
Pelaksana Mutt Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis OPD Kepala Keterangan 
Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu output 

DPMPTSP Terkait DPMPTSP 

Mengisi form aplikasi/permohonan, menentukan tipe atau jenis nomor an'tan dan 

1. usaha, identifikasi awal kebutuhan persyaratan dan perhitungan ( ) syarat setagaimana 3 menit berkas permohoran 

awal retribusi I 
Standar Pela yanan 

' 
Memberikan informasi dan penjelasan kebutuhan perizinan untuk 1 

2. 
usaha yang bersangkutan, penjelasan tarif retribusi, serta I I perda, Pertup dan 3merit perjelasan yang baik 

benchmarking/modelling dengan perizinan yang telah terbit jika 
Standar Pela yanan dan memadai 

diperlukan oleh Pemohon I 
L 

3. 
Melakukan konsultasi der;gan Tim Teknis apabila memerlukan I I berkas permohonan 3 menit penje'asen yang baik 

penjelasan lebih lanjut 
dan memads 

I I : 
I I Memberikan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking 

4. kemajuan pemrosesan, serta jadwal dan nomor tracking inspeksi I l beras pemohonan 3 menit tanda terima 

lapangan jjka memerdukan unjungan lapangan. I 

N 
Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedalam I I data entry dan 

5. sister aplikasi I 
berkas permahonan 10 menit dolumen ter-upload 

I 
Mereview kelayakan secara elektronik: 

� 

SOP Review 
seara 

a. Celdist berdasarkan tipe/kategori usaha ceist entry data dan 

6. b. Konsultasi dengan Tim Review 
pain-pain kelaryakan 

c. Pemenuhan Standar Teknis dan Ketentuan 

Pemerosesan sesuai tipe: 
SOP Review 
secara 

a. Kecil I I 
data entry dan 1 hart 

7. dokumen ter-upload keputusan syarat 

b. Menengah 
tambahan 

c. Besar 

8. 
Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat I I poin-poin kelayakan 

kekurangan atau ketidaklengkapan 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan jika diperlukan: "' I I a. Verifikasi kelayakan di lapangan, persetujuan atau penolakan 
beras permohonan persetujuan atar $OP Penirjauan 

9. 
da cekiist entry data 1had penolakan etau poi dan inspeksi 

d 
serta poi-poin 

b. Pemeriksaan dan penelitian 
kelayak&an 

poin kekurangen Lapangan 

C, Perhitungan volume retribusi 

4 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknls OPD Kepala Keterangan 
Pemohon Front Office Bupati Kelengkapan Waktu Output 

DPMPTSP Terkait DPMPTSP 

Q 
10. Melengkapi atau memenuhi ketentuan sesual poin-poin/catatan Tim I l pain-poin kelurangan 2had perenuhan ketentuan 

Teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan 

I 

Memproses surat penolakan (cetak dan penandatanganan) bagi 
l 

I I 
poin-poin 

11. permohonan yang tidak layak sebagaimana SOP Surat Masuk dan etdakdayakan! alasan 1 hard Surat Penolakan 

Surat Keluar 
penolakan 

ii 
Memproses penerbitan SKRD (cetak dan penandatanganan) I I perhitungan volume SOP Penerbitan 

12. sebagaimana SOP Penerbitan SKRD dan SOP Surat Masuk dan retrlbus 
SKRD SKRD 

Surat Keluar i 
I 

1 hari 

Le 
SOP Review 

I I I I -I I I 
secara 

13. Memproses penerbitan izin (cetak dan penandatanganan) sj0dan Sert fkat/Surat tzin 
Elektronik dan 

sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar I - I -p pers tan iin SOP Surat 
Mask dan Surat 

Kekua 

J, 
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRD dan lzin kepada ( ) 

SKRD, Sert fka/Surat tanda terlma yang 

14. Pemohon 
lzin dan tanda terma 3 merit tetah tersimpan 

penyerehan 

6 



@ 
Nomor SOP 05/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaaf Efektif 01 Januari 2018 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TANPA RETRIBUSI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ' 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 
3. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgarisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orga risasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4 SOP Pelayanan.Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan 

• 



A. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan TimTeknis Tim Teknis 0PD Kepala Keterangan 
Front Office Bupati Kelengkapan Waktu output Pemohon 

DPMPTSP Terkait DPMPTSP 

Mengisi form aplikasi/permohonan, menentukan tipe atau jenis nomor anttan dean 
( ) syarat sebagaimana 3 menit berkas permohonan 1. usaha dan identifikasi awal kebutuhan persyaratan Standar Pela yanan 

I 
' 

Memberikan informasi dan penjelasan kebutuhan perizinan untuk 
J, 

I I Perda, Perbup dan 3 merit pen,elasan yang baik 2. usaha yang bersangkutan, serta benchmarking/modelling dengan Standar Peta yanan dan memadai 
perizinan yang telah terbit jka diperlukan oleh Pemohon I 

U 
Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis apabila me/"erlukan I I beras permohonan 3 menit pen,jeksan yang tail 3. den memadai penjelasan lebih lanjut 

I ' I l .. 

Memberikan 

tanda 

terima 

yang 
juga 

berisikan 

nomor 
tracking 

I I betas pemmohonan 3 menit tanda terima 4. kemajuan pemrosesan 
I 

J, 
Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedalam I I 

betas penrohonan 10menit data entry dan 5. I dour.en ter-upload sistem aplikasi 
I 

Mereview kelayakan secara elektronik: 

a. Ceklist berdasarkan tipe/kategori usaha I 
SOP Review ceiist entry data den secar 6. b. Konsultasi dengan Tim Review , 

poin-pain kelayekan - Eektror 
c. Pemenuhan Standar Teknis dan Ketentuan, persetujuan atau 
penolakan 
Pemerosesan sesuai tipe: - Lr data entry dan f har SOP Review a. Kecil I I dolumen ter-upload kepuusan syaret secara 7. tarrbaha.n Eetron b. Menengah 
C. Besar 

Mr 

8. Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat I I poin-poln kela yaan kekurangan atau ketidaklengkapan 

"' 
Melengkapi atau memenuhi ketentuan sesuai poin-poin/catatan Tim I I poin-poin kekurangan 2hen pemenuhan ketentuan 9. Teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan 

0 -- -· -: -4 , 



I 
I 
I 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis 0PD Kepala Keterangan 

Pemohon Front Office Bupati Keengkapan Waktu Output DPMPTSP Terkait DPMPTSP 

Memproses surat penolakan (cetak dan penandatanganan) bagi Q poin-poin 
10. permohonan yang tidak 

layak sebagaimana 
SOP Surat Masuk dan ketdaktayaan! aasan 1hat Surat Penoiakan 

Surat Keluar I j penolakan SOP Review 
secara 

' Ee'rot dan 

I SOP Surat 
Masuk den Surat 

Memproses penerbitan izin (cetak dan penandatanganan) Ketar 
11. 

sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar I I Persetutun Lin 1tar Sert.ka/Surat Lin 

I 
I 

L Sertifikat'Surat Lzin 
12. Melakukan pemberitahuan dan penyerahan lzin kepada Pemohon ( ) an tanda tendra 3 merit 

tanda term yang 
telah tersimoan penyerahon 

I 
I 

s 



@ NomorSOP 06/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tangqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 
PELAKSANAAN REVIEW PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA 

ELEKTRONIK 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasf, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ., Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan ,, 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I 
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan I Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasl (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan 

• 



Prosedur Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan 
Tim Teknis DPMPTSP Tin Teknis OPD terkait eterangan 

Pemohon Ketengkepan Waktu output 

Merastikan seluruh tugas entry data terisi dengan benar dan 
( ) beris peaho data entry dan 

1. menjamin keberhasilan upload dokumen persyaratan dengan daapedoman best menirt peryaratater 

berpedoman pada best practi ce checklist practice checklist pload 

Memastikan Tim Teknis OPD terkait melakukan roview secara data entry dan 

I I peryaratan ter- nobflesionfemasi 
2. elektronik dengan melihat ketersediaan akun aktif dan alternatif I upload, srta data 

3 me nit atau ternatf 

pengganti keanggotaan Tim limn pen9anti 

3. Melakukan review dan ceklist berdasarkan tipe/kategori dan 
kriteria yang telah ditentukan: 

- a. review dengan berpedoman pada best practice checklist 

b. penjadwalan review manual jika kriteria tidak 

I memungkinkan (perizinan terlalu kompleks atau lainnya) 

permintaan pengulangan jika upload persyaratan tidak I data entry dan data entry dan c. memenuhi (jenis file, penamaan, dll) I prsyaratan ter- penstujun/penand 
uploads.eta an persyaratan dan 

pedoman best catatan pemenuhan SOP keiew 
Memastikan seluruh tugas ceklist review terisi, menyetujut atau practice checiist etentuan eafa 

4. memberi catatan apabila tidak memenuhi ketentuan, dan I I f han Beltronik da 
so scat 

memastikan keberhasilan review ttsut d.an 
Surat Kear 

Lr 

5. Menyusun catatan pemenuhan ketentuan apabila terdapat I I kekurangan atau ketidaklengkapan 

N 
Mermastikan Tim Teknis DPMPTSP menerima penjadwalan I I notifies.onfrasi 

6. jadwa! dan noti tkai dan persyaratan ter- 
review manual atau mengulangi upload persyaratan upload 

7. Melakukan pemberitahuan kepada Pemohon: V 
a. jadwal pertemuan bersama Tim Teknis OPD terkait di I I kadwa tau catatan 5menit onfrmas. Kantor DPMPTSP jika dilakukan secara review manual pemeuha 

b. jika ada catatan pemenuhan ketentuan 

J 
Melakukan review manual bersama Pemohon dan Tim I L .I L I I persetua/penana 

B. DPMP TSP untuk perizinan yang kompleks atau lainnya 
beds persyaratan 1han an peryaratan dan 

I' f I. ·y 
catatar perenuha 

I 

d 
Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila I penanrdan 

9. terdapat catatan pemenuhan ketentuan 
persyarata dan 2tai catatan pemenuta 

catat pemeru 
I 

10. Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: 
� 

I L .I L I I bes peroh.an 
a. inspeksi utama I p I L dan ckfst entry data 1hat persetuuan atau 

b. inspeksi lanjutan (jika diperlukan) 
serta catatan ctatan peoenuha 

0 perenuhan 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Tim Teknis DPMPTSP Tim Teknis OPD terkait pemohon Ketengkapan waktu Output 

Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila g catatan perenuhan pemenuban 
11. kembali terdapat catatan pemenuhan ketentuan pada inspeksi etertuan 2har ete nlua 

lapangan I I 
l 

"' 
12. 

Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di review I I persyaratan yang 5 menit persyratan ter- 
secara manual dan telah diinspeksi telah dreview upload 

I 

Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di 
1 pemenut.an 

13. I I etentuan sesuai Smenit persyaratan ter- 
dilakukan perubahan/penyesuaian sosuai inspeksi lapangan inspeksi tapangan upload 

I 

Menyetujui perizinan dengan berpedoman kepada best practice J data entry dan 
14. persetujuan secarh elektronik ( ) persyanatan tet- fha peretuan ter-entry 

upload 

i 
I 
I 



€ 
Nomor SOP 07/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 4 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minima! D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperas'kan program/aplikasi perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
I 3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ' 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office ; buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan 



Prosedur Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 

Pelaksana Mtu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Front Office Perohon Tim Teknis DPMPTSP Tim Teknis OPD terkait Ketengkapan Waktu Output 

Memberikan informasi jadwal inspeksi dan nomor tracking 
jadwal inspeksi lapangan: 
a. inspeksi utama, 2 hari setelah berkas lengkap 

( ) 
b. inspeksi lanjutan (ika pada inspeksi utama pemohon belum 

berias permahonan 
1. da pedoaan best 3 men.t adateri. 

dapat memenuhi ketentuan), 2 hari setelah pemberitahuan precie checklist 

Pemohon 
C, inspeksi lain jika diperlukan, sebelum izin diberikan 

jadwal inspeisi at 
2. Mempersiapkan lokasi dan pemenuhan ketentuan I I pemberitatua dart 2ha1 kesipan ingpeliesi 

Te Tells 

I 

Meminta penjadwalan atau perubahan jadwa! inspeksi melalui J 
3, nomor resmi a tau jalur SMS res mi DPMPTSP jika dalam tenggat I I I tand terim.a 3 merit konfrrmars 

I periadwatan 
waktu di atas inspeksi belum dilakukan 

Memastikan Tim Teknis OPD terkait menerima dan melakukan I d data entry dan 
konfirmasi penjadwalan secara elektrcnik atau via telpon dengan I notifies.ion.amasl 

4. I persyaatan ter $ menit tau ateat.f 
melihat ketersediaan akun aktif dan alternatif pengganti upload, serta dafar 

png4anti 
keanggotaan Tim I 

alum 

Memastikan jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan dengan l etislortnal 

5. baik, pada setiap hari kerja, dari jam 08.000 s.d 16.,00 \WI8 I I ala atematf 30merit (07.3N Jadwtd sapas 

dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai 
pengganui, da 06.00) dalam ondist bail 

I 
$arpras 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: ' 
a. Verifikasi lapangan, persetujuan atau catatan pemenuhan I I I I 

ketentuan 6. p ) p berkas penohonan 
b. Pemeriksaan dan inspeksi pemenuhan ketentuan 
C, Perhitungan volume jika diperlukan 

persetuus/catate 
peenutan 

1 hard ktentuan an 
Mengisi form dan berita acara yang diperlukan secara manual I I perthitungan volar 

7. form da benit cars SKRD/ura 
tulis tangan peringatan 

I perseturVeatat.an soP 
Menyetujui permohonan secara elektronik dengan berpedoman ( 1 e'entanV Petaksanaan 

8, 
kepada SOP Pelaksanaan Review Secara Elektronik 

pertitungan volur Review 
SKRO/surt Secara 
peringatan Elektronik 



.,,,. .... Nomor SOP 08/OR-B/2017 I 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
1% Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 X,(K $¢ Tanggal Efektif 01 Januari 2018 

a«' SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENANGANAN PENGADUAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
I 2. Peraturan Bu ati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Fungsi, serta! Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4. Memiliki kemampuan yang balk dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 
3. Peraturan/Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan bertanggung jawab penuh dengan pelanggan 

Fung.si, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s. Memiliki pengetahuan dan kerampuan yang baik dalam memahami kebutuhan 
Pelanggan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (!MB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS 
4. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
7. SOP Pelayanan Front Office 
8. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register pengaduan 
keterlambatan penanganan pengaduan 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register pengaduan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : buku register pengaduan 



Prosedur Penanganan Pengaduan 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Penanganan Keterangan 
Front Office Pemohon Kelengkapan Waktu Output 

Pengaduan 

1 Menerima pengaduan/keluhan atau kritik dengan lisan atau tertulis, baik 
pengaduar/keluhan atau pengaduan/koluhan atau 

secara langsungftelepon/tertulis/email/sms, atau yang dimasukkan ( ) kritik dengan lisan atau 5 menit kitik dengan lisan etau 
kedalam ke kotak saran tertulis tortulis dterima 

2 Melakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan 
konfirmasi dan klarifikasi awal: 
a. keluhan secara lisan, akan langsung diterima dengan mendengarkan 

pengaduan/keluhan atau dan mencatat isi keluhan tersebut, diatasi atau diselesaikan pada I/ pengaduan/keluhan atau sesuai keperluan knitik fisan yang dapat 
waktu tersebut, atau diteruskan kepada Tim Penanganan I I kritik lisan dan register dise'esaikan ata 
Pengaduan diteruskan 

b. keluhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan 
pengaduan/keluhan atau pengaduan/keluhan atau 

3 menit, knitik tertulis yang Pengaduan kritik tertulis dan register diteruskan 

3 Memeriksa setiap pengaduan, melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih i 
' lanjut: I a. jka pengaduan tersebut jelas dan berdasar, maka akan dianalisa 

langsung oleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari pengaduan/eluhan atau 1 jam rencana tindak lanjut ritik lisan atau tertutis pengaduan tersebut 
I ', ] I b. jika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka 

pengaduan/keluhan atau 
pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian pengaduan/keluhan atau 1 jam kritik yang telah tertangani 
dicatat dalam laporan kritik lis.an atau tertulis 

dan tercatat dalam laporan 

4 Melakukan konfirrasi tindak lanjut kepada masyarakat yang mengajukan , 
konfrmasi masyarakat dan keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana tindak lanjut, I I rencana tindak lanjut 1jam pengaduan/keluhan yang maka pengaduan dianggap selesai oleh Tim, dan akan dicatat dalam telah tertangani, serta 

laporan tercatat dalam laporan 

5 Melakukan mediasi jika yang bersangkutan tidak menerima rencana 
tindak lanjut, dimana Tim dengan masyarakat akan mencari solusi 

\l4 konfirmasi tindak lanjut bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berazaskan 
I I pengaduan/eluhan atau 1 hari so'lust bersama 

pada "win-win solution", yang berarti tidak ada yang kalah atau dirugikan kriti 
atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut 

6 Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat laporan penanganan 
yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan ( ) laporan penanganan 1 hari pengadan yang telah 

pengaduan diterskan dan telah 
tersimpan sebagai arsip 



6% 
Nomor SOP 09/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaaal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaqal Efektif 01 Januari 2018 

@i SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH " 
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT IZIN 

Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas djn 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

3. 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / 

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga:, dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS 
4. SOP Penanganan Pelanggaran !MB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
7. SOP Pelayanan Front Office 
8. SOP Penanganan Pengaduan 
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register perizinan dan non perizinan 
keterlambatan pelayanan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat izin 2. Tim Teknis DPMPTSP ; buku register perizinan dan non perizinan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : buku register perizinan dan non perizinan 



f t/s s P ·bk b t I p pL ea anan em e u an atau er at an ura erti ikat lzin 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Front Office 
Petugas Front Office Kasi sesual jenis 

Layanan Pengaduan/ Tim Teknis DPMPTSP perizinan dan non Petugas Front Office Kelengkapan 
Komplaln Penerimaan Berkas Pengambilan lzin Waktu Output 

perizinan 

1 Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetulan 
dengan melampirkan Surat/Sertifikat lzin asli, beserta copy ( ) Surat/Sert.fikat lzin Asli Surat/Sertfkat lzin Asli 

berkas permohonan yang bersangkutan (jika ada) dan copy berkas 5 menit dan copy berkas 

permohonan permohonan, Formu'ir 
Pembetulan 

2 Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada 
tempat penyimpanan (jika pemohon tidak memiliki fot0copy 
berkas), dan melihat kesesuaian antara berkas 
perohonan dengan Surat/Sertifikat lzin asli: I a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon 

diberikan potongan lembar pembetulan sebagai tanda 
terima, dan Surat/Sertifikat lzin asli dan berkas 

Surat/Sertifkat lzin Asli Surat/Sertifkat Izin Asli 

permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada I dan berkas 5 menit dan berkas 
pemmohoran, Formulir pemmohonan, Formulir 

Tim Teknis DPMPTSP untuk diperbaiki I . Pembetutan Pembetulan 

I 

b. Jika kesalahan pada berkas permohonan, kepada I / 
Pemohon diminta agar terlebih dahulu memperbaiki Surat'Serfat lzin Asli Surat/Sertifikat lzin Aslf 

berkas, dan kemudian mengulang permohonan dan berkas dan berkas 

dengan menyampaikan berkas ke Petugas permchonan, Fonrulfir 5 menit permohonan yang telah 
dipertaiki, dan Formufir 

Penerimaan Berkas 
Pembetu'an Pembetulan 

3 Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan .I 
pengetikan pada Surat/Sertifikat lzin asli, dan diteruskan I I 

Surat/Sert~fikat lzn Asli 
Kumpulan dan berk.as 15 menit 

dengan prosedur reguler penerbitan Surat/Sertifikat lzin permohonan, Formulir perberkas Surat/Sertifkat Lzin dan 

Pembetulan berkas permohonan 

4 Menerima berkas pembetulan Surat/Sertifikat lzin asli ' karena kesalahan pada berkas permohonan, dan Sura/Serfat lzin As ii dan Berkas Permohonan 

diteruskan dengan prosedur reguler penerbitan I I berkas permohoan yang 5 menit yang teleh diberi tetah dipebali, dan 

Surat/Sertifikat lzin Formule Pembetulan nomor urut 

5 Membuat catatan pinggir pada register SuraUSertifikat lzin J, 
mengenai alasan perbaikan atau penggantian Surat/Sertfkat lzin Surat/Sertfkat lzin 

Surat/Sertifikat lzin I perbaikan 5 menit perbakan yang telah 
, dibukukan 

I Surat/Sertifikat lzin 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan lzin kepada 1' yang telah Tanda/bukti 

6. Pemohon ( ) dibukukan, 3 menit penerimaan berkas 

dicap/stempel basah, yang telah 

dan dipilah tersimpan 



6 
NomorSOP 10/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaqal Efektif 01 Januari 2018 . • SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2 Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

I 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

I 3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (!MB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS 
4. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
7. SOP Pelayanan Front Office 
8. SOP Penanganan Pengaduan 
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register keberatan dan banding 
keterlambatan pelayanan pengaduan dan banding 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register keberatan dan banding 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : buku register keberatan dan banding 



A. Prosedur Pelayanan Keberatan dan Banding 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis 0PD Kepala Kelengkapan Waktu Output 
Keterangan 

Pemohon Front Office 
DPMPTSP terkait DPMPTSP 

Bupati 

form keberatan atau 
1. Mengisi form keberatan yang telah disediakan atau surat ( ) surat permehonan sesai kepertan permohonan 

permohonan keberatan disertai alasan dan argumen yang memadai kebera tan 

I eberatan 

U 
Menerima formulir atau surat keberatan dan mencatatnya ke dalam I I permoh0nan 

permnohonan 
2. 3 merit keberatan dterima Buku Register Permohonan Keberatan eberetan dan teregister 

I 
Meneliti kelengkapan permohonan keberatan, dan dilakukan ' 3. penelitian kembali: • a. menentukan apakah keberatan tersebut memenuhi syarat, I I i 

penmohonan cekdst entry data dan 
sesuai keriteria dan atau standar kebere tan dan form 5hart poin-poin en,Ana 

! 
data entry penyelesa/an 

b. menentukan tingkat keberatan dan pejabat pemberi keputusan 

I 
cefirst entry data dan Menyusun Laporan Hasil Penelitian untuk tingkat keberatan yang I I Laporan Has.l 4. dapat diselesaikan pada tingkat Dinas PMPTSP pol-poin rencana Pene tan 

penyelesaian 

5hart 

Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan 4 
ceiist entry data dan 

5. yang diselesaikan pada tingkat OPD Teknis terkait dan atau Bupati I I poin-poin rencana Leporan Hasill 
Peneltian Awa! 

Ketapang penyelesalan 

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat J Laporan Has.l 

6. 
permohonan keberatan kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk diteliti I L -I I Penetitan dan Surat 
dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima I ·1 Pernohonan SOP Review 
atau ditolak Keberatan secara 

5herd £ektronik d.an 

Menyampaikan Laporan Hasit Penelitian Awal dengan dilampiri 
sOP Surat 

Laporan Has.l Masuk dan Surat 
surat permohonan keberatan kepada Kepala Dinas OPD terkait dan I fE- >] L -l I Peneltian Awai dan 

epuaursan penohakan Kelua 
5. eberatan a tau atau Bupati Ketapang untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah I -, Surat Perohonan keputus.an keberatan 

permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak Keberatan 

L 
Memfasilitasi repat atau pertemuan penyelesaian keberatan jka I I 

Laporan Hast 
6. Peneitan Awal dan herd diperlukan Surat Perrohonan 

Keberatan 

Lr 
Membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan untuk keberatan I I kept.rs-an penolakan Surat Keputu.san 

7. yang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila keberatan atau 1hat Penolakan Keberatan 
4/ 2tau Surat Kepudrsan 

disetujui l J 
eputursan ebera tan Kebera tan 



Pelaksana tutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis 0PD Kepala Keterangan 

Pemohon Front Office upati Kelengkapan Waktu Output 
DPMPTSP terkait DPMPTSP 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Surat Keputusan Q 
8. Penolakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada I I 3 menit tanda terima yang 

telah tersimpar Pemohon Surat Keputusan 

I Penolaan Keberatan 
a'au Surat Kepurs.an 

t Keberaan, tanda 
terima dan register 

Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan surat keputusan 9. memberi tembusan kepada pihak terkait ( ) 5menit teregister 

B. Prosedur Pelayanan ·Banding 

Mengajukan permohonan banding terhadap keputusan bupati 
Perohonan den 

1. ( ) Sainan Surat sesual eperdan permohonan banding tentang keberatannya hanya kepada Pengadilan Negeri I Keput.san Peno±aka 

! Keteratan 

' 
Melakukan pengajuan dengan alasan yang Jelas dalam jangka 

r I I I Penmohonan dan 
2. waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan Safnan Surat sesuei keperhan permohonan banng Keputusan Penolakcan surat keputusan keberatan tersebut Keberatan 

U 
3. Merastikan Pemohon memenuhi keputusan Pengadilan Negeri I I I I Keptus.an Pengalan sesuai ketertuan inspeksi dan 

I - Neger pelaporan 

t, 
4. Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi ( ) 

Keputsan Pengadan pemenuhan a tau Neger atau sesuai ketert±an permohonan banding permohonan banding 



$ 
NomorSOP 11/0R-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaaal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanggal Revisi 08 Desember 2019 X 
Tanggal Efektif 01 Januari 2018 - SEKRETARIAT DAERAH ., 

SEKRETARIS DAERAH Disahkan oleh 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN DI FRONT OFFICE 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Perz turan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Fun'jsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 
3. jeraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan bertanggung jawab penuh dengan pelanggan 

· Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang balk dalam memahami kebutuhan 
Pelanggan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (!MB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS 
4. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
7. SOP Penanganan Pengaduan 
8. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

· Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin dan non perizinan 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : buku register review gambar/persyaratan 



Prosedur Pelayanan di Front Office 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Me]a Tim Teknts Tim Teknis 0PD Kepala Petugas Meja Petugas Meja Ket 
Pernohon Pelayanan 1, 2 DPMPTSP terkait DPMPTSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 

Kelengkapan Waktu output 
dan 3 

1. Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk 
( ) noor antrian dar 

bidang perizinan dan non perizinan beras sesuat ant\an berkas permohonan 

I penohonan 

2. - Mencatat nomor pendaftaran berkas ' 
- Memberikan resi pendaftaran <> - Memeriksa kelengkapan persyaratan 
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi beras 5menit berkas permohonan - Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis DPMPTSP selaku pengolah permohonan 

- Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila 
diperlukan) 

3. - Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem . I 
Melakukan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis OPD terkait \My i berkas yang tetah persyaratan ter- 

I d.bend lenbar pload, kunngan 
- Memastikan Pemohon melakukan revisi gambar atau pemenuhan ketentuan, I I I cekfist dan pdwal 1bat lepangan dan 

atau pembongkaran bangunan jika melanggar peninjauan pemenutan 
lapangan ketent.n 

4. - Melakukan e-review dan verifikasi lapangan 

<> - Menyetujui atau menolak penerbitan izin/rekomendasilainnya berkas yang tetah beras yang tetah $0P Pelalsanan 
dbed lebar disetui a tau dtolak, Review Set 

- Menyusun revisl gambar atau catatan pemenuhan ketentuan jlka diperukan cekdst dan jaweal than Reomendas! Tin eironik & SOP 

penyesuaian atau perubahan peninjauan Teknis dan Penlrjaan d 
lapangan Pengesatan ambar Inspelesl Lpang 

- Menghitung retribusi lzin I 

5. - Mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya . d 
Mencetak surat penolakan/keterangan seperlunya I I beras draft surat/serifikat 

15 men.t Lin atau surat sOP Penertitan 
- Mencetak Surat Ketetapan Retribusl Daerah (SKRD) permohonan yang perberkas penoiacan, dan SKRD layak dan disetutut 

SKRO 

6. - Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya w 
ratt 

• Meneruskan ke Kepala DPMPTSP I I surat/sert.flat lzin 3 menit draft surat/sertfkat 

yang telah dparaf din yang tetan dparaf 

7. - Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya w 

I I draft 
- Meneruskan ke Bupati surat#sert ft tin 3 menit draft surat/sertfikat 

iin yang telah dperef 

I 
yang telah dparaf 

8. Mengoreksi dan menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya ◊ draft surats.ertifkaat in 
surat/sertfteat lzin 5 merit yang tetah 
yang telah d paraf ditandatangan 

9. Memberi nomor izin/rekomendasi dan menyerahkan ke petugas meja layanan, u Sur/stilt iin yang $oP Surat Mu surat/ert. kat Lzin telah dutuln, dip 
serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) I I yang telah menit dan dip.lah, sea bekas da Surat eluar 

dan so# 
dtandatangeani pemohoan yang tel Pegelota Anip terarpat 

10. Menerima pembayaran retribusi berdasarkan besaran yang telah ditetapkan di I I dalam SKRD, dan menyerahkan tanda/bukti pembayaran/pelunasannya kepada lembar ke-2 SKRD SOP 

Pemohon , SKRD 3merit Penerimaa 

0 
yang tetah tersimpan Retribusl 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Petugas Meja Tim Teknis Tim Teknis 0PD Kepala Petugas Meja Petugas Meja Ket 

Pemohon Pelayanan 1, 2 Kelengkapan Waktu Output 
dan 3 DPAPTSP terkait DPMP TSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 

11. Menyerahkan surat lzin/rekomendasilainnya ke pemohon disertai bukti Surat/serfiat lzin 3 menit Tenda bukti y yang telat penertmaan berias penyerahan setelah pemohon membayar retribusi izin (pelayanan perizinan dibukaukan, cap, dan tandatukt 
dengan retribusi) 

I dan digitah pelnasen yang telat 

I ters.pan 

I 
I 

12. Mengisi kuis!oner tingkat kepuasan pelayanan w 
Ku sioner ting'eat 

( ) utsioner atat 3 menit epuasan pelayanan 
sejenisnya yang sudah d isl 

peme hon 

j 
i 
i 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG 

2. Bidang Perdagangan dan Perindustrian: 
-e. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 

· 1. SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
• SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
d. SOP Penanganan Pengaduan 
e. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
f. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
g. SOP Pelayanan di Front Office 
h. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 

0) 



•• 

I 

I 

¢ 
NomorSOP 12/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaaal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 

7 SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAN PA RETRIBUSI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pendidikan minima! D3/setingkat 
2. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan ! 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan I 

3. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ! Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 
Perindustrian 

4. Peraturan Bupati Nomor 57 Taun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Madan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : register review persyaratan 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 



A. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 

No. Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku a..Lt"zz= a ..... la.a...r • a.. to. Pemohon Front Office DPMPTsp uM,Ped»ego a DPMPTSP 

1. Mengisi form aplikasi/permohonan, menentukan tipe atau jenis 
usaha dan identifikasi awal kebutuhan persyaratan 

( 
I 

) 
nomor atrian dan 

syaret sebagainane 
Stander Pela yarn.an 

3 menit berkas permohonan 

Memberikan informasi dan penjelasan kebutuhan perizinan untuk 
2. [usaha yang bersangkutan, serta benchmarki ng/modelling dengan 

perizinan yang telah terbit jika diperukan oleh Pemohon 
I I 

I 

Perda, Perbup dan 
Standar Petayanan 

3 menit perelasan yang baik 
dan mnemnadal 

3. 

4. 

Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis apabila memerlukan 
penjelasan lebih lanjut 

Memberikan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking 
emajuan pemrosesan 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
i 
f 

I 
I 

beras permohonan 

bekas permohonan 

3 menit 

3menll 

penjelasan yang baik 
dan memadal 

tanda terima 

I 

5. 
Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedalam 
sistem aplikasi I 

I 

I 
I 

berkas perohonan 10 meoit 
data entry da» 

dokumen ter-upload 

Mereview kelayakan secara elektronik: 

a. Ceklist berdasarkan tipe/kategori usaha 

6. b. Konsultasi dengan Tim Review 

c. Pemenuhan Standar Teknis dan Ketentuan, persetujuan atau 
penolakan 

, 
cetst entry data dan 
poin-pin ketayaan 

SOP Review 
sear 

Elektroni.k 

7. 

Pemerosesan sesuai tipe: 

a. Kecil 
b. Menengah I 

v 

I 
data entry dan 

dokumen ter-upload 
1 tar 

eputusan syarat 
lambahan 

SOP Review 
secara 

EIetr onik 

c. Besar 

8. Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat 
kekurangan atau ketidaklengkapan I I pain-poin kelayaan 

pemenutarn Ketentuan 2han poire pain ekurangan I I 9. Melengkapi atau memenuhi ketentuan sesuai poin-poin/catatan Tim 
Teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan 

L,1 ,�i:"L ----, _ _L_.---- _�'.... - _ _l J__� 0,____1 .1_ ---�---L._ ....1.. .1._ -1----1_� _;- 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Timn Tells Dias Kop, Kepala Keterangan 
emohon Front Office UKM, Perdagngan dan Bupati Kelengkapan Waktu output 

DPMPTSP pet et DPMPTSP 

Memproses surat penolakan (cetak dan penandatanganan) bagi Q pin poin 
10. permohonan yang tidak layak sebagaimana SOP Surat Masuk dan ketidakayak2rV ahasan f hart Surat Peno'akan 

Surat Keluar I I penolakan SOP Review 
$ecart 

Elektronik dan 

t SOP Surat 
Masuk dan Surat 

Memproses penerbitan izin (cetak dan penandatanganan) 
Keluar 

11. sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar I I Persetuan Lin fhari Serfifiat/Surat Lzin 

I 
I 

N Serfiat'Surat tzie 

12. Melakukan pemberitahuan dan penyerahan lzin epada Pemohon I ( ) dan tanda term.a 3 menit 
tanda terima yang 
telazh tersimpan penyerahan 

I 



NomorSOP 13/OR-8/2017 g 

08 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 

¥ Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 X 
Tana@al Efektif 01 Januari 2018 • SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 
PELAKSANAAN REVIEW PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA 

ELEKTRONIK 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1., Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
, Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan i 

2.' Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan ' / Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Keci\ dan Menengah, Perdagangan dan 
'/ Perindustrian 

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/ Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : register review persyaratan 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 

t 



Prosedur Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tl Teknls Dinas Kop, UKM, Keterangan 

Tim Teknis DPMP TSP pemohcn Kelengapan watu Output 
erdananoan dan Parirdutrian 

Memastikan seluruh tugas entry data terisi dengan benar dan ( ) beras permohonan data entry dan 
1. menjamin keberhasilan upload dokumen persyaratan dengan da pedoran bet menit peniyaran tr- 

bepedoman pada best practice checklist practice checklist upload 

Memastikan Tim Toknis OPD terkait melakukan review secara data entry dan nob asi/oalmast 
elektronik dengan melihat ketersediaan akun aktif dan alternatif I I peryarataa {r- 3 mesit atau aem.tit 2. ,- upload,serta daft r pen99anti pengganti keanggotaan Tim ak.tie 

3. Melakukan review dan ceklist berdasarkan tipe/kategori dan I 
kriteria yang telah ditentukan: 6- a. review dengan berpedoman pada best practice checklist 

I penjadwalan review manual jika kriteria tidak ' b. memungkinkan (perizinan tedatu kompleks atau lainnya) t 

c. permintaan pengulangan jika upload persyaratan tidak data entry dan 
/ 

lbl3 itf'by <!an 
mernenuhi (enis file, penamaan, dll) persyaria ter , persetuan/penand 

ploadsta an penyaotan an 
pedoman best latn preruha' Sop Review 

practice chetidst etelean $ear Memastikan seluruh tugas ceklist review terisi, menyetujui atau 
r l I tar elektronik dad 4. memberi catatan apabila tidak memenuhi ketent~an, dan SOP Surat 

memastikan keberhasilan review Masuk dan 
Sarat Klua 

' 

5. Menyusun catatan pemenuhan ketentuan apabila terdapat r l kekurangan atau ketidaklengkapan 

I 
.I, 

Memastikan Tim Teknis DPMP TSP menerima penjadwalan I I natifksonfmmasi 
6. jadwal dan eifie i dn persyaratater- 

review manual atau mengulangi upload persyaratan poad 

7. Melakukan pemberitahuan kepada Pemohon' V a. jadwal pertemuan bersama Tim Teknis OPD terkait di I I jwal tau catatan med konf.eras Kantor DPMPTSP jika dilakukan secara review manual penenuhn 

b. jika ada catatan pemenuhan ketentuan I - -· .L 
Melakukan review manual bersama Pemohon dan Tim I L I I I I persetuja/p4rad. 

8. becks pr4yaralan tar an persyaratan dan 
DPMPT'SP untuk perizinan yang kompleks atau lainnya I - 

,, I ·1 tata peme ha 
I 

� �- 
I 

Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila I I 
penand2n 

9. prsyattn d 2ha catatan pemuhan 
terdapat catatan pemenuhan ketentuan caat pemenuh 

I -- u, - 10. Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan; 

I L r L 1 I betas perm.hoe.a 
a. inspeksi utama I - 'I I -p a e#st etry data the persetuatau 

eta catatan Catalan pememuhan b. inspeksi lanjutan (jika diperlukan) t pemenuhg 

n 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Dimas Kop, UKM, 
Ketera0gan 

Tim Teknis DPMPTSP pemohon Kelengkapan Waktu Output 
perdaan0gr AA parndustriar 

Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila Q catstan pemerutan 2had 
peenutan 

11. kembali terdapat catatan pemenuhan ketentuan pada inspeksi etentuan kctanta 

lapangan I I 
' 

lw 
ersyaratan tee- Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di review I I 

persyaratan yang 5 menit 12. secara manual dan telah diinspeksi 
telah drevew upload 

I 

Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di 
U perenuhan persyaratan fer- 

13. I I etentuan es4al 5 menit 
upload 

dilakukan perubahan/penyesuaian sesuai inspeksi lapangan ispelki tapagan 

... I 

Menyetujui perizinan dengan berpedoman kepada best practice J, I data entry dan 

14. 
I 

persyaratan ter- f hart persetuiuan ter--entry 

persetujuan secara elektronik ( ) upload 

I 

�I 



¢% PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

SEKRETARIAT DAERAH 

NomorSOP 
Tanqqa! Pembuatan 
Tanaqal Revisi 
Tanaal Efektif 
Disahkan oleh 

14/0R-B/2017 
08 Desember 2017 
OB Desember 2019 
01 3Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

. Dasar Hukum 
1. Peraturan Bupati Npmor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata 'erja Sekretariat Daerah 
2. Peraturan Bupati 'omor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 
Perindustrian 

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan 
l. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
4, SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
5. SOP Pelayanan Front Office 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Penerbitan Produk Hukum 
8. SOP Penerbitan SKRD 
9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin 
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN 

Kualifikasi pelaksana 
1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Peralatan/ perlengkapan 
1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. Sambungan Internet/Intranet 
3. GPS 
4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. Kendaraan Operasional 

Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas. 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 

1. Front Office 
2. Tim Teknis DPMPTSP 
3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 

: buku register izin 
: register upload persyaratan 
: register review persyaratan 

/ 



I 
i 
' I 

Prosedur Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
Pelaksana Mutu Baku 

No, Kegiatan 7en 'rs C.4Kap, UM Keterangan 
Front Office Pemnohon ed4«rgdfeted at Tim Teknls 0PD terkalt Ketengapan Waktu Output 

Memberikan informasi jadwal inspeksi dan nomor tracking 
jadwal inspeksi lapangan: 
a. inspeksi utama, 2 hari setelah berkas lengkap 
b, inspeksi lanjutan (ika pada inspeksi utama pemohon belum ( ) bead penmotora 

1. d pedoman bed 3 merit tanda tertaa 
dapat memenuhi ketentuan), 2 hari setelah pemberitahuan I poactico checklist 

Pemohon 
C, inspeksi lain jika diperdukan, sebelum izin diberikan 

I 
t jadwal inspeli tu 

2. Merpersiapkan lokasi dan pemenuhan ketentuan I I pembenithan dadi 2ta esp inspeii 
Tm Teli 

I 
Meminta penjadwalan atau perubahan jadwal inspeksi melalui U 

3. nomor resmi atau jalur SMS resmi DPMPTSP jka dalam tenggat I I tda terirna menit otlras.i 
pentadewat 

waktu di atas inspeksi belum dilakukan 
I 

Memastikan Tim Teknis OPD terkait menerima dan melakukan "' ata entry dan 
konfirmasi penjadwalan secara elektronik atau via telpon dengan I I peniyaratater nets'ondemars 

4, $ merit at at erat. melihat ketersediaan akun akfif dan alteratif pengganti upload 4eta daft 
9engai 

keanggotaan Tim I 
aleurim 

Memastikan jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan dengan U netikonfrmasi 

5. baik, pada setiap hari kerja, dari jam 08.000 s.d 16.00 WIB I I at terntf 30 met (07.30 jadwsl dan $apr 
pen9anti, dan 08.00) dalam kxondisi balk 

dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai 
I 

$arpeas 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan; 

6 a. Verifikasi lapangan, persetujuan atau catatan pemenuhan • I I- 
6. 

ketentuan I I' berk permnoha 
b. Pemeriksaan dan inspeksi pemenuhan ketentuan 
C, Perhitungan volume jika diperlukan 

persetuaNeat.atan 
peerutan 

1tad teotuan da 

Mengisi form dan berita acara yang diperdukan secara manual I I 
pe.tun vol 

7. torn dan berit aca3 SKRDura 
tulis tangan pertngatan 

t penetir/cattan $0 

Menyetujui permohonan secara elektronik dengan berpedoman ktrdua peiaksanaan 
8, 

kepada SOP Pelaksanaan Review Secara Elektronik ( portitan&an volume fReiw 
SKRD/urat Secara 
peringatr Elekttonik 



t Nomor SOP 15/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaaal Revisi 08 Desember 2019 % Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 

• SEKRETARIAT DAERAH � ...... ,� Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENANGANAN PENGADUAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. / Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 4. / Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 
Perindustrian bertanggung jawab penuh dengan pelanggan 

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelanggan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet[ Intranet 
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS 
4. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
7. SOP Pelayanan Front Office 
8. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register pengaduan 
keterlambatan penanganan pengaduan 2 Tim Teknis DPMPTSP : buku register pengaduan 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : buku register pengaduan 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 



Psedur Penanganan Pengaduan . 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Penanganan Keterangan 
Front Office Pemohon Kelengkapan Waktu output 

Pengaduan 

1 Menerima pengaduan/keluhan atau kritik dengan lisan atau tertulis, baik 
pengaduan/eluhan atau pengadan/ke'uhan atau 

secara langsung/telepon/tertulis/email/sms, atau yang dimasukkan ( ") kritik dengan lisan atau 5 menit ritik dengan lisan atau 
kedalam ke kotak saran tertutis tertulis diterima 

2 Melakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan 
konfirmasi dan klarifikasi awal: 
a. keluhan 

secara 
lisan, akan langsung diterima dengan mendengarkan 

pengaduan/keluhan atau 
dan mencatat isi keluhan tersebut, diatasi atau diselesaikan pada . pengaduaneluhan atau kritik lisan yang dapat 
waktu tersebut, atau diteruskan kepada Tim Penanganan I I kritke lisan dan register 

sesuai keperluan diselesaikan atau 
Pengaduan dteruskan 

b. keluhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan I pengadan'keluhen atau 
Pengaduan ! pengaduan/keluhan atau 3 menit kritik tertulis yang 

kriti tertulis dan register diteruskan , 
3 Memeriksa setiap pengaduan, melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih ' 

lanjut: 
a. jka pengaduan tersebut jelas dan berdasat, maka akan dianalisa 

langsung oleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari pengaduantkeluhan atau 1jam rencana tindak lanjut kritik lisan atau tertu'is pengaduan tersebut I ' . . I - ,, 
b. jjika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka pengaduan/keluhan atau 

pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian pengaduan/etuhan eta 1 jam kritik yang telah tertangani 
dicatat dalam laporan knitik lisan atau tertulis dan tercatat dalam laporan 

�- 
4 Melakukan konfirmasi tindak lanjut kepada masyarakat yang mengajukan 4 konfitmasi masyarakat dan keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana tindak lanjut, I I 1 jam pengaduan/keluhan yang 

maka pengaduan dianggap selesai o!eh Tim, dan akan dicatat dalam rencana tindak lanjut telah tertangani, serta 
laporan tercatat dalam laporan 

5 Melakukan mediasi jika yang bersangkutan tidak menerima rencana 
tindak lanjut, dimana Tim dengan masyarakat akan mencari solusi 

konftmasi tindak lanjut 
bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berazaskan 

I I pengaduan/keluhan ala t hari solusi bersamna 
pada "win-win solution", yang berarti tidak ada yang kalah atau dirugikan kritik 
atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut 

-· 6 Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat ' laporan penanganan 
yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan ( ) laporan penanganan 1 hari peagaduan yang telah 

pengaduan ditteruskan dan telah 
tersimpan sebagai arsip 

$ A 7 



@ 
Nomor SOP 16/OR-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2018 x 

• SEKRETARIAT DAERAH e Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT IZIN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan ; 

2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan t 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 
4 

I 
Perindustrian I 

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan 
.. Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Penanganan Pengaduan 
7. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register perizinan dan non perizinan 
keterlambatan pelayanan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register perizinan dan non perizinan 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : buku register perizinan dan non perizinan 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 



P~cyanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat lzin 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas Front Office 
Petugas Front Office Kasi sesual jenls 

Petugas Front Office Waktu Output Layanan engaduan/ Tim Teknls DPMPTSP 
Penerimaan Berkas perizinan dan nor Pengambilan lzin Kelengkapan 

Komplan perizinan 

f Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetulan 
Surat/Sert/fikat lzin Ast! Surat/Sertifkat lzin Asli dengan melampirkan Surat/Sertifikat lzin asli, beserta copy ( J dan copy berkas 5 menit dan copy berkas 

permohonan, Formulir berkas permohonan yang bersangkutan (jka ada) 
permohonon Pembetulan 

2 Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada 
tempat penyimpanan (jka pemohon tidak memiliki fotocopy 
berkas), dan melihat kesesuaian antara berkas 
permohonan dengan Surat/Sertifikat lzin asli: 

a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon 
diberikan potongan lembar pembetulan sebagai tanda I Surat/Sertfikat lzin Asli Sura/Sertifikat lzin Asli terima, dan Surat/Sertifikat lzin asli dan berkas 

' dan berkas 5 menit dan berkas 
permohonan yang bersengkutan diteruskan kepada f permohonan, Formufir permohonan, F ormufir 

I Pembetu'an Pembetutan Tim Teknis DPMPTSP untuk diperbaiki I, 

b. Jika esalahan pada berkas permohonan, kepada / Surat/Sertf.kat lzin Asli Sura/Sertifiat tzin Asi Pemohon diminta agar terlebih dahulu memperbaiki dan berkas dan berkas 5 menit permohonan yang telah berkas, dan kemudian mengulang permohonan 
permohonan, Formuir diperbali, dan Formuir dengan menyampaikan berkas ke Petugas 

Pembetulan Pembetulan Penerimaan Berkas 

2 Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan L Sura/Sertfikat lzin Asli Kumpulan pengetikan pada Surat/Sertifikat lzin asli, dan diteruskan I I dan berkas 15 menit Sura/Sertifkat lzin dan dengan prosedur reguler penerbitan Surat/Sertifikat lzin permohonan, Formulir perberkas beras permohonan Pembetutan 

4 Menerima berkas pembetulan Surat/Sertifikat lzin asli 
Sura/Setftat tzin As'i dan Berkas Permohonan arena kesalahan pada berkas permohonan, dan 

I I beta permnohonan yang 5 menit yang telah diber telah digerbaiki, dan diteruskan dengan prosedur reguler penerbitan 
Foeruir Perbe tulan nomor urut Surat/Sertifikat lzin 

5 Membuat catatan pinggir pada register Surat/Sertifikat lzin ,I, Surat/Sertifkat lzin Surat/Sertifkat lzin 
mengenai alasan perbaikan atau penggantian - I perbaikan 5 menit perbalkan yang telat 
Surat/Sertifikat lzin d.bukukan 

• - _I 
I Surat/Sertifkat lzin Tanda/bukti 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan lzin kepada -!, yang telah penerimaan berkas 6. ( ) dibukukan, 3 menit 
yang telah Pemohor 

dicap/stempel basah, 
tersimpan 

dan dipilat 

•• 4 f 



ti 
NomorSOP 17/OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanaqal Revisi 08 Desember 2019 

, 

Tanaqal Efektif 01 Januari 2018 
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah I 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuhan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengz', Perdagangan dan 
Perindustrian 

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kera Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/ Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel. 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Penanganan Pengaduan 
7. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register keberatan dan banding 
keterlambatan pelayanan pengaduan dan banding 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register keberatan dan banding 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : buku register keberatan dan banding 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 



A. Prosedur Pelayanan Keberatan 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknls l Telnhs Dire Ko p, Kepala Keterangan 

Pemohon Front Offce UKM, erdgg d Bupati Ketengkapan Waktu output 
DPMPTSP DPMPTSP 

Mengisi form keberatan yang telah disediakan atau surat (on iebere tan atau permohonar 1. ( ) surat penohonan sesual kepetan eberatan permohonan keberatan disertai alasan dan argumen yang memadal eberatan 
I 

J 
Menerima formulir atau surat keberatan dan mencatatnya ke dalam I I permohonan permohonan 

3merit kcberatan dterma 2. Buku Register Permohonan Keberatan keberetan dan teregister 

I 
3. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan, dan dilakukan 

l penelitian kembali: I a. menentukan apakah keberatan ter,ebut memenuhi syarat, I I permohonen cekist entry data den 
keberatan dan (arm 5 hart poin-poin rencana sesuai keriteria dan atau standar i 

data entry penyelesaian b. menentukan tingkat keberatan dat} pejabat pemberi keputusan 

,, 
cellist entry data dn Menyusun Laporan Hasil Penelitian untuk tingkat keberatan yang I I Laporen Hasil 4. poi+pain recand Peneffian dapat diselesaikan pada tingkat Dinas PMPTSP penyelesaian 

5Shan 

Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan 
cekdist entry data da Laporan Hasit 5. yang diselesaikan pada tingkat OPD Teknis terkait dan atau Bupati I I poi -poin rencana Peneftan Awal 

Ketapang penyelesain 

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat -1, Leporan Has' permohonan keberatan kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk diteliti I L I I Penetan dan Surat 6. 
dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima l I Penohonan SOP Review 

Keberatan secara atau ditolak 
Eektrontk darn 5hand SOP Surat Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal dengan dilampiri 

Laporan Hasit AMasuk dan Surat 
keputusa penoiakan Ketar surat permohonan keberatan kepada Kepala Dinas OPD terkait dan I k i L -' I Peoeltan Awa! an keberatan ata 5. 

atau Bupati Ketapang untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah r - Surat Permohonan eputus.an keteralan 
Keberatan permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak 

----- - 
,J., 

Laporan Hasl Memfasilitasi rapat atau pertemuan penyelesaian keberatan jika I I Penettia Awl dan f hart 6. diperlukan Surat Pemehonan 
Keberaten 

---··-·---- --·· ·--··· - .. 
"' Membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan untuk keberatan I I eputus-an penolan 

Surat Keputusan 
Penolaan Kebaratan 7. yang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila ebere tan elau har etau Surat Keputrsan .. 

keputurs a keberatan disetujui Keberata LJ 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Tim Teknis Tie Telei4 pies Kop, Kepala Keterangan 

Perohon Front Office 
DPMPTSP 

UKM Perdgangan dn 
DPMPTSP 

Bupati Kelengkapan Waktu output 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Surat Keputusan Q 
8. Penolakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada I I 3 menif tanda tertma yang 

Pemohon Sure! Keputu.rs.an 
tetah tersimpan 

I penolakan Keberatan 
atau Surat Keputursan 

t Keberatan, tanda 
terima dan register 

9. Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan 
( ) 5 menit sur ate puts.An 

memberi tembusan kepada pihak terkait ., teregister 

B. Prosedur Pelayanan Banding 

Mengajukan permohonan banding terhadap keputusan bupati 
Pemmohonan dan ! 

1. ( ) Sana Surat 
sesuai oertn permohonan banding 

tentang keberatannya hanya kepada Pengadilan Negeri Ke puts.an Penolakaar 
Keberatan f 

I 
' Melakukan pengajuan dengan alasan yang jelas dalam jangka I I 

Permohonan dan 

2 waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan Sainan Surat sesuai eperiuan permohonan banding Keputsan Penolakan 
surat keputusan keberatan tersebut Keberatan 

U 
3. Memastikan Pemohon memenuhi kepatusan Pengadilan Negeri I k -] I Keputusan Pengadlan sesuai keterbra inspeksi da 

Negen pelapcran 

l 

( ) Keputusan Pengadbn pemerutan etau 4. Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri atau sesual ketentuan 
permotonan banding permohonan banding 



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Nomor SOp 
Tanaqal Pembuatan 
Tanaqal Revisi 
Tanaaal Efektif 
Disahkan oleh 

18/0R-8/2017 
OB Desernber 2017 
08 Desember 2019 
01 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah j 
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas c:an 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan j Perindustrian 
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
5. SOP Penanganan Pengaduan 
6. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN DI FRONT OFFICE 

Kualifikasi pelaksana 
1, Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan 
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 
4. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 

bertanggung jawab penuh dengan pelanggan 
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik daiam memahami kebutuhan 

Pelanggan 

Peralatan/perlengkapan 
1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. Sambungan Internet/Intranet 
3. GPS 
4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. Kendaraan Operasional 

Pencatatan dan pendataan 

lika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 

1. Front Office 
2. Tim Teknis DPMPTSP 
3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 

: buku register izin dan non perizinan 
: buku register upload persyaratan 
: buku register review persyaratan 



Prosedur Pelayanan di Front Office 

Pelaksana Mutu Baku 
Petugas Meja Tien Toknis Dinas 

Fetugas Meja Ket No. Kegiatan Tim Teknis Kop, UKM, Kepala Petugas Meja Kelengkapan Waktu Output Pemohon Pelayanan 1, 2 DPMPTSP Pordagangan dan DPMPTSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 dan 3 parinduntrdad 

1. Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk 
J nomor antnian dan 

bidang perizinan dan non perizinan ( berkas sesual atdan berkas permohcnan 

I permohonan 

2. - Mencatat nomor pendaftaran berkas ' 
- Memberikan resi pendaftaran <) - Memeriksa kelengkapan persyaratan 
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi berkas 5 menit berkas penohonan - Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis DPMPTSP selaku pengolah penmohonan 

- Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila 
diperlukan) ! 

3 - Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem I - 
berkas yang ielah persyaratan ter-. Melakukan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis OPD terkait ] 

dbeni lembar upload. Juntungan 
- Memastikan Pemohon melakuken revisi gambar atau pemenuhan kete·tuan, I I cellist dan jadwl 1 ha apangan dan 

penijauan pemenutan atau pembongkaran bangunan jika melanggar 
lapangan ketentuan I 

4. - Melakukan e-review dan verifikasi lapangan 

<> 
berkas yang telah berkas yang te'ah $oP petisra - Menyetujui atau menolak penerbitan izin/rekomendasi/lainnya d bend iembat dsetjui etau ditolak. Review Setea 

- Menyusun revisi gambar atau catatan pemenuhan ketentuan jika diperlukan cekdist dan jdwat 1 ha Rekomendasi Timn Chelton & SOP 
peninjauan Tekis dan Peijun dn penyesuaian atau perubahan 
apangan Pengesahan Gamba ['aspelsi Lpga - Menghitung retribusi izin 

I - 5 - Mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya - J 
draft surat/sertfikat Mencetak surat penolakan/keterangan seperlunya I I berkas 15 merit in atau Surat SOP Penerbitan - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Oaerah (SKRD) permohonan yang perberk.as penolaian, dan SKRD 

la yak dan disetuii SKRD 

6. - Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya v 
drat draft suret'sert fkat - Meneruskan ke Kepala DPMPTSP I I surat/'serif#at in 3 menit izin yang telah dparat yang tetat daraf 

7 - Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya 

I I draft draft surat/sertfikat - Meneruskan ke Bupati surat/sertfikat ion 3 mend 
in yang telah dparaf 

yang teiah dparaf 
I 

8. Mengoreksi dan menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya O draft Sura/sertifikat izin 
surat'serf fiat izin 5 menit yang tetan 
yang telh dparat dtanatangani 

·- -------· Surat/st.it ii yang $OP Surat Mal 9 Memberi nomor izin/rekomendasi dan menyerahkan ke petugas meja layanan, V surat/serfikat iin tehh du'lulu, di.cap dn Surat Kele serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) I I yang elah menit dan plh. serta berka d SOP 
dtadata0gani perm0ha ygtelat Pergola Aip tersinrpa - 

10. Menerima pembayaran retnibusi berdasarkan besaran yang telah ditetapkan di 

I I dalam SKRD, dan menyerahkan tanda/bukti pembayaran/pelunasannya kepada lembar ke-2 SKRD 
SOP 

SKRD 3 ment Penerraan ' yang telah ter simpan Pemohon u Retribusl 

• 



Pelaksana Mutu Baku 
Petugas Meja Tim Teknis Dinas 

Petugas Meja Ket No. Kegialan Tim Teknts Kop, UKM, Kepala Petugas Meja Kelengkapan Waktu Output Pemohon Pelayanan 1, 2 
DPMPTSP ordagangan dan DPMPTSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 dan 3 parindustrian 

y Surat/sertifikat izin 3 menit Tanda/tut 11. Menyerahkan surat izin/rekomendasi/lainnya ke pemohon disertai bukti 
yang telah penedman beras penyerahan setelah pemohon merbayar relribusl lzln (pelayanan perizinan dbuuka, dicap, dan tandabukt 

dengan retribusi) 

I I dan dpah petunasan yang tetn 
tersimpan 

I 
I 

12. Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan = Kuisioner tngial 
( ) uisioner tau 3 menit kepuasan pelyanan 

sejenisnya yang sudah di isi 
peme ohon 

i 
I 
I I 

I 



@ NomorSOP 19/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaaal Pembuatan 08 Desember 2017 
Tanqqal Revisi 08 Desember 2019 
Tana«al Efektif 01 Januari 2018 

x 
t SEKRETARIAT DAERAH " SEKRETARIS DAERAH Disahkan oleh 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PELAYANAN PERIZINAN SECARA PARALEL 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memahaml ketentuan perizinan dan non perizinan 
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mer'goperasikan program/aplikasi perizinan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan i Perindustrian 
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/ Intranet 
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS 
4. SOP Pelavanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5, SOP Penanganan Pengaduan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin dan non perizinan 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register upload persyaratan 

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha : buku register review gambar/persyaratan 
Kecil dan Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian 

- 



Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Dinas Kop, Keterangan 
Pemohon Front Office Tim Teknis DPMPTSP UKM, Perdagangan Kelengkapan Waktu Output 

dan Perindustrian 

Mengisi form aplikasi/permohonan paralel, menentukan tipe nomor antrian dan 
1. atau jenis usaha, identifikasi awal kebutuhan persyaratan dan ( ) syarat sebagaimana 3 menit ber'as permohonan 

perhitungan awal retribusi 7 Standar Peta yanan 

Memberikan informasi dan penjelasan perizinan paralel untuk I usaha yang bersangkutan, penjelasan tarif retribusi, serta Perda, Perbup dan oenjelasan yang baik 2. 
benchmarki ng/modelling dengan perizinan paralel yang telah I I Standar Pela yanan 

3 menit dan memadai 

terbit jika diperlukan oleh Pemohon I 

J, I 

3. Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis untuk penjelasan I 7 I berkas perrohonar 5 menrt penjelasan yang baik 
lebih lanjut dan remadai 7 

I 

Menentukan apakah proses perizinan dapat dilakukan secara ◊ persetujuan para'el atau 
4. berkas penmohonan 5 menit secara terpisah (secare paralel atau secara terpisah tisan) 

' ! 
5. Melengkapi persyaratan masing-masing izin dengan I 7 berkas permohonan 3 menit berkas permotonan 

melakukan pemilahan berkas sesuai jenis izin I 
sesuai jenis izin 

I -·-- --· I Memberikan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking 
6. kemajuan pemrosesan, serta jadwal dan nomor tracking I I berkas permohonan 3 menit tanda terima sesai jenis izin 

inspeksi lapangan jika memerlukan kunjungan lapangan I 

------- 
Mengkoordinasikan lebih lanjut berbagai aspek teknis terkait 

berkas perohonan 7. termasuk persetujuan dari OPD Teknis terkait apabila I - ' I hasil review elektronik 
sesuai jens izin diperlukan 

1 hari 
l+ 

Memproses persetujuan pemrosesan paralel Kepala DMPTSP I I betkas permohonan 
Surat Persetujuan 

8. (cetak dan penandatanganan) sebagaimana dan SOP Surat 

0 
Pemrosesan Para!el sesui jenis izin 

Kepala DMPTS Masuk dan Surat Keluar 



Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Paralel 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim Teknis Dinas Kop, Keterangan 
Pemohon Front Office Tim Teknis DPMPTSP UKM, Perdagangan Kelengkapan Waktu Output 

dan Perindustrian 

Melakukan entry data permohonan dan upload persyaratan Q Surat Persetujuan data entry dan dokumen 
9. kedalam sistem aplikasi 

secara 
sekaligus sesuai jenis usaha Pemrosesan Parate! 20 menit ter-upload 

yang diparalelkan I I Kepala 0MTS 

Melakukan pemrosesan secara sekaligus untuk memastikan: 
a. pencantuman tanggal dan masa berlaku yang sama 

untuk setiap jenis izin 
b. penolakan pemberian, izin secara keseluruhan jika terjadi \l+ ceklist entry data dan 

10. I I 
data entry dan dokumen 1 hati 

penolakan terhadap shlah satu jenis izin ter-upload poin-poin kelayakan 

C. segala tindakan adm-histrasi untuk kepentingan 
pengendalian terhad:jp salah satu jenis izin terhadap 
keseluruhan jenis izir; yang diterbitkan 

Melakukan review dan ceklist secara sekaligus sebagaimana 
data entry dan 

SOP Review 
11. I I persyaratan ter-upload persetujuan atau 

SOP Pelaksanaan Review secara Elektronik serta pedoman best 
1 hari catatan pemenuhan secara Elektronik 

practice checklist 

Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan sebagaimana ', berkas permohonan 
persetujuancatatan SOP Peninjauan 

12. I - ' I dan data entry serta 1 hari 
pemenuhan ketentuan dan lnspeksi 

SOP Peninjauan dan lnspeksi Lapangan ' + persyaratan ter-upload 
dan perhitungan volume 

Lapangan SKRD/Surat peringatan 

v - SOP Pelayanan 
Memproses permohonan secara sekaligus sebagaimana SOP persetujuan/catatan Perzinan Dengan 

13. Pelayanan Perizinan Dengan Retribusi atau SOP Pelayanan ( ) pemenuhan ketentuan 2hari Sert.fikat/Surat lzin Retribusi atau SOP 
dan perhitungan volume Pelayanan Perizinan 

Perizinan Tanpa Retribusi SKRD Tanpa Retribusi 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG 

3. 
--------- 

Bidang Pendapat~n Daerah: 
a. SOP Pendaftaran dan Pendataan 

·------- - . -- - 
i 

b. SOP Penetapan 
c. SOP Pembayaran Pajak 
d. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 
e. SOP Penagihan 
f. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan 

Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 
g. SOP Keberatan dan Banding 
h. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 



¢% Nomor SOP 20/0R-3/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 December 2017 
Tanggal Revisi 08 December 2019 
Tanggal Efektif 01 January 2018 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Namer 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah I 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undany-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ] 
' 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberia [zin 

Mendirikan Bangunan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/ Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jlka pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Formulir Pendaftaran (FPWPD) 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Formulir Pendaftaran (SPTPD) 

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Kartu Data 
4. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Tanda Terima 



A. Pendaftaran Pajak Daerah Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment) atau menghitung Sendiri (Self Assessment) 

Mutu Baku Pelaksana 
1------------------�-----------------+------,----,--------j Keterangan Kegiatan No. 

Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pendataan Ketengapan Cutput 

Tenda Terina 

Ke!eng#span 
Larrpiran FPWPD 

Pengenipan Tanda 
lenima 

Formula Pendattaran 
(FPWPO) 

5meat 

5 men 

5med 

15 menit Lampi an FewPp 

Foft Pendeftare 
(FPwPD) dan Tanda 

Terna 

Form6r Pendaftaan 
(FPWPD) 

d 
I I 

f ' 
' 

. 
I 

- Surat lzin Usaha dari Instansi berwenang 

Menyerahkan Formulir Pendaftaran (FPWPD) kepada Wajib 
2. Pajak setelah dcatat dalam Daftar FP/PD dan dibuatkan tanda 

terimanya 

1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran (FPWPD) 

4. 

CJ forlTUir Pendaftar,m 
(FPWPD) 

�-1-------------------------+--- ------- 
e- 

-_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ - -_ -_ ±- -_-_-_-_::_:_ ·-_-_-_-_-_-_-_=-_=-__, -r ,-=---------·· - -·-----•------- - ------1�-----I 

Setelah Formufr Pendaftaran (FPWPD) diterima Wajib Pajak dan 
tanda terira telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang 
[iberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan 

]l"die7lldfh.[J--I-.l[4.l 

Melengkapi Lampiran FPWPD terdirt dari: [ 
- Fotokopi identitas dirt/penanggung jawab/penerima kuaet 
(KTPISIMIPaspor) 

- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usahc/ 

- Surat Keterangan domisif tempat usaha 

- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung 
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/SIM/Paspor dari 
pemberi kuasa 

Ranap dua 
FPWPD dan 
pengarsipan 

Kelegaapon 
Larpiran FPWPD 

yang telaeh di 
vriviiasi dan d.catat 
1ala Dafter Induk 

Wart Pajak 

15 merit Kelengkapan 
Lampiran FPWPD 

' 

- 
( 

Membuat rangkap dua NP/PD, NPWPD yang asli diserahkan 
kepada Wajib Pajak dan tembusannya sebagai arsip 

5. 

6. 

- Menyerahkan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan --l--------------------➔--------+---------t-------------l---------+------�-----1------11------1 Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya: 

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam 
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan 

- Apabila belum lengkap, Formulir Pendaftaran (FPWPD) den 
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi 
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

1--- �------------------------+---- -------------+----·--- , -----· - - � -- - -- ---1- ------�----I 
tamgiran FPwPp 

yang teah di 15 merit 
verrdkasi dean catat 
lam Doflar ind 

Wajb Pajak 



B. Pendataan Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Baru Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment) 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kogiatan Keterangan 

Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kolengkapan Waktu Output 

c::=) Formutr pendatae 5 merit Fonrufr endata.an 1. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) (SPTPDy (sP1PD) 

' Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak L formutitr Pend atan 2. setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda I l 5 morit Tata Telma 
(SPTPD) 

terimanya. 

Setelah Formufir Pendataan (SPTPD) diterima Wajib Pajak dan J, Formur Pen±at0an 
3. tanda terima telah ditanda1angani oleh Wajib Pajak atau yang (8PTPD) dan Tenda 5 manit Pengarsipan Tada 

diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan I I Terina Terimna 

tanda terimanya. 

i Melengkapi Lamplran SPTD terdiri dari: 
i ' i I - Fotokopi identitas dirilpenanggung jawab/penerima kuasa ' I (KTP/SIM/Paspor) ' I - Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha 

I ' Lampiran srpp t5 menit Kelengkapan 4. - Surat Keterangan domisili tempat usaha Lampiran SPTPD 

- Surat lzin Usaha dari Instansi berwenang 

- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggun 
jawab berhalangan dengan disertal fotokopi KTP/SIM/Paspor dari 

- Menyerahkan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan 

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya: 

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Kelengkapan , Lamiron SP1pD 
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan Kelngkapan ts menut yang teiah di verval 5. Lamp.ran serpp dan dicatat daaf 

" batar tacduk Wain.b 
- Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dan Pajak 
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi 
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

'3 Ke'engkapan 
Lampinen $eTPp 

Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu data yang selanjutnya yang telah di verivla si 15 menit Pencatatan dale 6. dilakukan proses penetapan - dan dicatat dalam Kartu data 
baftar Induk Wa,ilb 

Palak 



C. Pendataan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Yang sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment) 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Wajib Pajak Bidang Pondaftaran dan Pondataan Kelengapan Waktu Output 

cl Formulir Pe.dottoran 5 merit Forulir Pendafcaa 1. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) 
(SPTPDy (SPTPO 

Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) epada Wajib Pajak l 
Formlir Pendattaran 5 menit anda Terima 2. setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda I I (sPTPD terimanya. 

I 

Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima Wajib Pajak dan I 

U foemutie Pendattaran tanda terima telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang 
5mnit Pengaripan Tanda 3. 

I I (FPWPD) dan Tada 
Term1ad diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan Terims tanda terimanya. 

Lampiran SPTD terdiri dari: 
- Folokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa ; 
(KTP/SIM/Paspor) i 
- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha ' \w I - Surat Keterangan domisili tempat usaha I .·. Lampiran FPWPD 15 merit Kele ngkapar 4. 

Lampiren FPWPD 
- Surat lzin Usaha dari Instansi berwenang ' 
- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usahal penanggung 
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/SIMIPaspor dari 
pemberi kuasa 
- Menyerahkan ke Bagian Pendaftaran dan Pendataan 

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya: 

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Ketengkapan ,. Lampiran FPWPD Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan 
Kolengktpan 15 menit yang telah di verivkast 5. 

Lamp.ran FPWPD dan di.catat dalamn 

' Dattar Induk wait - Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dan 
Pajak lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi 

dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

Ketengkapan 
Lampita FPPD Mancatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya C yang teleh di vervkasi 15 merit NPwPD rangkap dua 6. 

digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan dan dicatat dalam dan pengarsipn 
Oatar lndu Wailb 

Paial 

• •• 



D. Pendataan 
Pajak 

Daerah 
Wajib Pajak Yang 

sudah Memiliki NPWPD 
Dengan Cara Menghitung dan Membayar 

Sendiri 
(Self Assessment) 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Wajib Pajak Bidang Pondaftaran dan Pendataan Kelengapan Waktu Output 

- Fcrullr ondaftaran Frmufir Pendaftaran 1. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) ( ) (FPWPD menit (FPWPD) 

I 
Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

' 
formulr Pentafaran 2. setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda meat Tanda Terim 

terimanya. (FPWPD 

Setelah Formufir Pendataan (SPTPD) diterima Wajib Pajak dan l Formutir Pedaftaran 
3. tanda terima telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang 

(FPWPD) dan Tada 5men.t Pengarsipan Tada 
diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan I I Terimna 

Terima 

tanda terimanya. 

Mengisi Formulir Pendataan (SP'TPD) dan melengkapi lampiran I 
yang diperlukan termasuk Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran ! 
dan Rekapitulasi Penerimaan Per Jenis Layanan, dan 

I menyerahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah. 

Lampiran SPTPD terdiri dari: 

- Fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa 
(KTP/SIM/Paspor) 

Keengkapan 4. Lampiran FPwPD 15 men.t - Folokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha Lampiran FPwPD 

I 
- Surat Keterangan domisili tempat usaha . 

- Surat lzin Usaha dari lnstansi berwenang 

- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung 
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTPISIMIPasp0r dari 
pemberi kuasa 

- Menyerahkan ke Bagian Pendaftaran dan Pendataan 

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya: 

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Kelengkapan 
Larpiran FPwPD 

5. 
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan Kelengkip.an 15 menit yang telah di vervkasi 

Lampiran FPWPD dan dicatat dala 

- Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dan Daftar tnduk wat 
..... Pajak lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi 

dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

() Kelengkcpan 
Lampiran F/PD 

Mancatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya yang telah di verivikasi 15 meait NPwPD angkap da 6. digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan - dan dicatat delam dan pengarsipn 
Daftar tndult wait 

Paial 

• 



% 
Nomor SOP 21/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 December 2017 
Tanaqal Revisi 08 December 2019 
Tanggal Efektif 01 January 2018 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PENETAPAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minima! D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

-' Pajak Daerah 3. Memahami ketentuan bangunan , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasl perizinan i 7 Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
.I I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian [zin ' j' I 

Mendirikan Bangunan j 

Keterkaitar Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
s. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Penetapan : Nota Perhitungan Pajak Daerah 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Penetapan : Tanda Terima 

3. Bidang Penetapan : SKPD 
4. Bidang Penetapan : STPD 

4 



A. Penetapan Pajak Daerah Dengan Cara Penetapan oleh Kepala Daerah (Official Assessment) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Bidang Bidang Bendahara 
Keterngan 

Pembukuan Wajib Pajak Kelengkapan Wakt Output 
Penetapan dan Pelaporan 

Penagihan Penerima 

1. Bidang Penetapan merbuat Nota Perhitungan Pajak Daerah G Note Perttungan 10 menit Nota Perhitung3an 

-- 
44 

2. Menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah I I Nola Pertitungan 10 ment Penertitan $&PD 

SKPD itandatangani oleh Kepala Dinas dan disiapkan tand I terimanya. SKPD dibuat rangkap 5 ([ima), dengan distribusi 
sebagal berikut: ! - Asli untuk Wajb Pajak Penandatanan 

3. I I 
Petitan SKPD 155 menit sPD an 

- Tembusan untuk Bidang Penagihan, Bidang Pembukuan dan 
Pengarsipan 

Pelaporan, dan Bendahara Penerima I j 
- Arsip I I 

I 

Bidang Penetapan mendistribusikan tembusan SKPD kepads 
-- » .Jenanatangan 

I l Pendstribusian den 
4. Bidang terkait dan SKPD Asli disampaikan kepada Wajib Pajak • $KPD dan 15 menit tanda terirr 

dan dibuatkan tanda terimanya. I Pengarsipan 

- r 

Apabila SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah l 5. lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD Pendistibusian dean 30 merit Perberian sanksf 

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tanda terms administral 

2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD. - 



)' \ 

B. Penetapan Pajak Daerah Dengan Cara Dihitung dan Dibayar Sendiri {Self Assessment) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Bidang Bendahara 
Keterangan 

Bidang Pembukuan Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output 

Penetapan Penagihan Penerima 
dan Pelaporan 

Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan Penctetsn dalam 10menit 
Pecatatan dels 

1. SPTPD, dicatat dalam Kartu Data 
Kartu Data Kartu Date 

Membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam pembuatan Nota 

2. Kartu Data (Kartu Data diserahkan kembali ke Bidang Pendaftaran 
Nota Pertitsngan 10 merit Pettitungen Pejak 

dan Pendataan), berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan 
atau keterangan lain 

Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah dibuat surat 
ketetapannya yaitu: 

- Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan i 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) «l i 
- Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, I I I pembuatan Surat 

3. maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) 
Surot Ketetapan 15menit Ketetapan 

- Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat 
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan 

- Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 

Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftaf _ Penandatangan Penistribusisn dan 

4. 
$PD dn 15merit tanda terte 

Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB) Pengarsipan 

Surat Ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Surat 
Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB) dibuat 6 rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut: 

5. 
- Asli untuk Wajib Pajak Sutt Ketetepan 15 menit 

Surt Ketetapan yang 
teuah dtands langi 

-. Tembusan masing-masing untuk Bidang Penagihan, Bidang 
Pembukuan dan Pelaporan, dan Bendahara Penerima 

- Arsip --· ---- 
Bidang Penetapan mendistribusikan tembusan SKPDKB, SKPDN, , dan SKPDKBT kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli 6 c' ', J Surat Ketetopan yang 

Sun Ketetapan yang 
30 merit lelsh d tans tango0l 

6. SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT disampaikan kepada Wajib I I tea ditanuda tangari den tandn tenima 

Pajak dan dibuatkan tanda terimanya 

Setelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima Wajib ~I, Surat Ketetapa yang 

7. Pajak dan tanda terima telah ditandatangani, Bidang Penetapan 
telah dtanda tangand 15merit Pengarsipan 

mengarsipkannya 
dan tands terima 

Apabila $KPDKB atau SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau 
kurang dibayar setolah lowat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari . 

8. sejak SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan, Wajib Pajak dikenakan 
penetepon 30 menit enet pan 8anksl 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua person) setiap 
. g'la dengan menerbitkan STPD. r, 8. • I ' 



C. Penetapan Secara Jabatan 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Bidang 
Bidang Bendahara Keterangan 

Pembukuan Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output 
Penetapan Penagihan Penerima 

dan Pelaporan 

Nota Perhitungan Pajak (Kartu Data diserahkan kembali ke Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan) berdasarkan Daftar SPTD, hasil 

P7 pencstetan dalam 1. pemeriksaaan dan/atau keterangan lain arena SPTPD tidak 
Kartu Data 10 menit Surat te guren 

disampaikan dan telah diberikan Surat Teguran untuk 
memasukkan SPTPD 

Paa + 
2. Menerbitkan SKPD/SKPDKB dan dicatat dalam Daflar Surat c Nota Pertitungan 10met 

$KP0SKP DKB 
Ketetapan alas dasar Nota Perhitungan Pajak dictat lam Daftar 

et p 

3. Membuat rangkap 5 (lima) SKPDISKPDKB dan di tanda tangani rt $KP0/SKPDKB 15 merit 
Inda Tengan Kepale 

oleh Kepala Dinas Dina5 ----- 
Mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDKB kep:'da pihak-pihak 

·--·-· -·· - ··-·-· ------- 

' Pestrtbusie. dan 4, terkait. Sedangkn Asi SKPD'SKPDKB disampe; kan kepada $KPD/SKP0KB 1mend lad trims 
Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya. 

I 
Setelah Asli SKPD/SKPDKB iterima Wajib Paj lk an tanda ! terima telah ditandatangani melakukan pengarsipan: 

I ' - Asli untuk Wajib Pajak I d ± 4 5. $KPD/SKPDKB 15menit 
Peogarsipan 

- Tembusan masing-masing untuk Bidang Penagihan, Bidang I I SKFD/SKPDKB 

Pembukuan dan Pelaporan, dan Bendahara Penerima 

- Asip 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena 
berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang . dibayar dan jila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 

l " 
pentapan 8alsi 6. 15 (lira belas) hari dan telah ditegur tertulis, dikenakan sanksi $KP0K 30 memit 

Administrasl 
administrasi berpa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayat selama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak terutangnya pajak. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena 
kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang 
ditetapkan secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa . 

Peoetapen Sanksi 7. kenaikan dari pokok pajak ditarnbah sanksi administrasi berupa I I SKPDKB 30menit 
Administrasl 

bunga dihitung dari pajak yang kurang atau terdambat dibayar 
untuk jngka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

- 
Apabila SKPDI'SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

Penta pen Sanisi 8. setelah saat terutangnya pajak, Wajib Pajak dikenakan sanksl $KP0/3KDK8 30merit Administrsi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua porsen) sebulan 
dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau STD, 



%h 
Nomor SOP 2 OR-B/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 December 2017 
Tanggal Revisi 08 December 2019 
Tanggal Efektlf 01 January 2018 i..» SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

PEMBAYARAN PAJAK 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan; 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung i 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian [zin 

I Mendirikan Bangunan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2, SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jjka pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bendahara Penerima : SSPD/STS 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bendahara Penerima : Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran 

3. Bendahara Penerima : Buku Pembantu peneriman Sejenis 
4. Bendahara Penerima ; Buku Kas Umum 

4 \ 



A. Pembayaran Pajak 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bendahara Bidang Pembukuan dan Bidang Bidang Keterangan 
Wajib Pajak Pendaftaran Kolengkapan Waktu Output 

Penerima Pelaporan 
dan Pendataan Penagihan 

sTPOSuaat gPaSurat 
1. Menyerahkan setoran disertai SPTPD, SKPD, SKPDKB, ( ) Ketotapan dan 10 merit Ketetapan dad SKPDKBT, danlatau STPD dengan media SSPD. T Setora Setoran 

Setelah SSPD divalidasi, SSPD asli disetai SPTPD, SKPD, L 2. SKPDKB, SKPDKBT, danlatau STPD dikembalikan ke Wajib I SSPO 15 menit Vafdasi SsP 
Pajak I 

' 
Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi, jumlah pembayaran ! Penctatan dal4m 
Pajak Daerah dicatat dalam Register STS/SSPD dan Buku $8PD yang tetat Regista $TS/SPD 3. Pembantu Penerimaan Sejenis, serta dibukukan dalam Buku Kas I I divafidasi 

45 merit dan Buku Pembanu 

Umum. enerimaa ; 

Menyetorkan uang ke Kas Umum Daerah secara harian disertai d ' 4. Bukti Setoran Bank. I I I Setoran Waft Pajak 15 menit Bali Setoran Bank 

I 
� 

I 
Secara periodik menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realsasi Laporan Period.k 

5. penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas I I Penedmat dan 1 menl Realiasi Penerimaan 

Pendapatn Daerah Penyotoran tang dan Penyetoran Lang 

Mendistribusikan; 

- Media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Pembukuan dan 
I Pelaporan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pendaftaran dan l 6 l 6. Pendataan Media Setaran, BPPS 30 menit Penfistrbusian dan Lbporan Reafsasi 

- Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) ke Bidang ( ) ( I Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Penagihan 

- Laporan Realisasi Penerimaan kepada Kepala Dinas 

; 
' \ 



@ Nomor SOP 23/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 08 December 2017 
Tanaaal Revisi 08 December 2019 i 
Tana&al Efektif 01 January 2018 , % SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH Disahkan oleh 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setlngkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah I 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Taht'h 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguhan Gedung 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan l. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6, SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Penetapan : Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Penetapan : SPA/ SPPP 

3. Bidang Penetapan : Daftar SPA / Daftar SPPP 

$ 
/ 



A. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Keterangan 
Wajlb Pajak Bidang Penetapan Kepala Dinas Pembukuan Kelengkapan Wakt Output 

dan Pelaporan 
Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerims Penceatan dalam 

I. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran selanjutnya dicatat (J Surat Permohanan 10 menit Bud Registrasi 
Angsuran Pennotonan dalam Buku Register Permohonan Angsuran Pembayara T- Angsuran - 

2. Melakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian U Medak.an Penetian 15 menit Bahan Pemberian 
eputusan persetujuan/penolakan pemmohonan oleh Kepala Dinas I I Kepusan 

Menyampaikan hasil penelitian dan Surat Permohonan Angsuran ' Hsil Peneltian dan Hasil Peeiitian dan 
3. Surat Permahonan 15 merit Surat Permohonan 

kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Keputusan Agsuran Angsuren 
I ·-- ·-�-- - - Apabila +,epala Dinas tidak menyetujui permohonan tersebut, t Bidang Ftnetapan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan 

Keputusan Kepal Surat Penberttahuan I 
4. Angsure. Surat Pemberitahuan tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap 15 merit I dengan [litribusi asli diserahkan kepada Wajib Pajak, tembusan 

Cinas Penolekan 

ke Bidat'g Pembukuan dan Pelaporan, dan arsip I 
Paba KepaTa Dias men yetuUT per7ononan terseDur, Bang 
Penetapan membuat Surat Perjanjian Angsuran dan dimintakan 
tanda tangan Kepala Dinas. Surat Perjanjian Angsuran Keputuson Kepala Surat Perjanan 5. Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi asli untuk 

' h 
Dines 

15 merit Agsuran 

Wajib Pajak, tembusan untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan, 
-- V r ' J Pencatatan datam 

6. Selanjutnya dicatat dalam Daftar Surat Perjanjian Angsuran I I r I I Surat Peranjan 30 merit Dafter Surat Perjajan Angsuran Agsuran 

Menyerahkan Surat Perjanjan Angsuran atau Surat 6 Surat Perjajan 

7. Angsuren Atau Surat 30 menit Penyerahkan Kepada 
Pemberitahuan Penolakan Angsuran epada Wajb Pajak Penberitahuan Wei.b Pajak 

Penolakan Angsuran 



B. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Keterangan 

Wajib Pajak Bidang Penetapan Kepala Dinas Pembukuan Ketengapan Wakt Output 

dan Pelaporan 

Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerima 

9 
Surat Pemmohonan Baku Registrasi 

1. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran selanjutnya dicatat Penundaan 10 menit pennohonan 

dalam Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran 
Pembayaran Penumnda an 

f arc 

Melakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian J, 
2. keputusan persetujuan/penolakan permohonan oleh Kepala Dinas I I 

Melaktkan Peneltan 15 menit Has~ Peneitan 

I 

Menyampalkan hasil penelltian dan Surat Permohonan • HsI Peneltian dan Hast Peneitian dan 
Surat Penmohonan Surat Pemmohonan 

3. Penundaan Pembayaran kepada Kepala Dinas untuk I l Pendaan 
15 merit Penundan 

mendapatkan Keputusan I 
Pembayaran Pembayaran 

-- pabila Kepala Din~s uaK mefyeujui permchonan tersebut, I 
Bidang Penetapan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan U I 

4. 
Penundaan Pembayaran. Surat Pemberitahuan tersebut dibuat 3 I I Keputusan Kepa!A Surat Pemberitatan 

(tiga) rangkap dengan ditribusi asli diserahkan kepada Wajb I Dina 
15 merit Penolakan 

Pajak, tembusan ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan 
arsip 
Apabila Kepala Dinas menyetujui permohonan tersebut, Bidang 
Penetapan membuat Surat Perjanjlan Penundaan Pembayarar 
dan dimintakan tanda tangan Kepala Dinas. Surat Persetujuan I I Keputuan Kepa!A 

Surat Pejanjan 

5. 15 menit Penundaan 
Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi picas Penbayaran 

asli untuk Wajjib Pajak, tembusan untuk Bidang Pembukuan dan 
Pelaporan, dan arsip I I I 

d, 4 L encata an dalan 

Selanjutnya dicatat dalam Daftar Surat Persetujuan Penundaan I 
Surat Perjarjan 0attar Surat 

6. I I I I I I I Penundaan 30 menit Persetujuan 
Pembayaran T Pembayaren Penundaan 

pa%3rap 

cS Pencatalan datamn 

Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran atau 
Dattar Surat Penyeratkan Kepada 

7. Persetutuan 30 merit 
Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak Penunda.an 

Wajb Pajak 

Penbawra 



¢» 
Nomor SOP 24/OR-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 December 2017 
Tanggal Revisi 08 December 2019 

SEKRETARIAT DAERAH 
Tanggal Efektif 01 January 2018 � % 
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasfonal Prosedur (SOP) 

PENAGIHAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah ' 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peratur.'n Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

' Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung / 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentahg Pedoman Pemberian 12in 
Mendirikan Bangunan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2, SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Penagihan : Buku Pembantu Penerimaan 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Penagihan : Surat Ketetapan 

3. Bidang Penagihan : Surat Teguran 
4. Bidang Penagihan: Surat Paksa 



A. Penagihan Dengan Surat Teguran/Surat Peringatan 

Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Keterangan 

Bidang Penagihan Kopala Dinas Wajib Pajak Ketengkapan Waktu Output 

Membuat Daftar Surat Teguran/Surat Peringatan berdasarkan 9 Dafar gsPTPD, patar 
Dattar Surat 

1. Daftar SPTPD, Daftar Surat Ketetapan, dan Buku Pembantu Surat Ketetppan, dan 30 menit Tegran/Surat Buku Pembantu 
Penerimaan Sejenis Penerimaan Peringatan 

Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan dan ditandatanganl oleh "' 
Kepala Dinas alas nama Bupati. Surat Teguran/Surat Peringatan I I Dafar Surat Tenda Tengan Kepala 2. dibuat rangkap 3 (tiga yaitu untuak Wajib Pajak, Bidang pembukuan I 

Teguran/Surat 30 menit Dina dan rang4p 3 Poring atan 
dan Pelaporan dan arsip 

Menyampaikan/Menyerahkan Surat Teguran/Surat Peringatan 

_ 
Surat Tegura/Surat Menyerah'an epada 3. kepada Wajib Pajak ( ) Perngt.an 

30 menit 
Wa, Pajak - 

B. Penagihan Dengan Surat Paksa; 
1 Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Keterangan 
Bidang Penagihan Kepala Dinas Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output 

Membuat Daftar Surat Paksa berdasarkan Daftar Surat Dafar Surat c Teguran/Surat 
1. Teguran/Surat Peringatan dan Buku Pembantu Penerimaan Pertngatan dan Buku 0 men.t bafar Surat Pass 

Sejenis Pembantu 
Ponerimaan Se[eris 

Membuat Surat Paksa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas = 
I I nama Bupati. Surat Teguran/Surat Peringatan dibuat rangkap 3 Tenda Tangan Kepala 2. (tiga yaitu untuk Wajib Pajak, Bidang pembukuan dan Pelaporan I Dattat Surat Paksa 30 menit 

Dinos dan rangkp 3 

dan arsip I 
_¥ 

3. Menyampaikan/Menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak ( ) Surat Pake. 30 menlt Menyerahkan ke pad.a 
was5b Pajak 



@ 
Nomor SOP 25/0R-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan 08 December 2017 
Tanaqal Revisi 08 December 2019 
Tanggal Efektif 01 January 2018 ,:. 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAP USA 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah 3. Memahami ketentuan bangunan i 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplkasi perizinan 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung I 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan 

Keterkaltan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pernbayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6, SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7 SOP Keberatan dan Banding 
8, SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Penetapan : Buku Registrasi Surat Permohonan 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Penetapan : Laporan Hasil Penelitian 

3. Bidang Penetapan : Buku Registrasi Surat Keputusan Penolakan 

- 

9. 



A. Pembetulan atau Penghapusan Sanksi dan pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Fungsi Bidang Bidang Keterangan 

Wajib Pajak Pelayanan 
Kepala Dinas Penagihan Pembukuan Ketengkapan Wakt Output 

dan Pelaporan 

Mengajukan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Sat Pemnohonan +y/I 

Pembetan, Perrohonan 

Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Pembatalan, 
Penbetutan, 

sanksi administrasi melalu fungsi pelayanan, kemudian fungsl Pengurangan 
Penbata'an, 

1. 15merit Pengurangan 
pelayanan menyerahkan ke Bidang Penagihan melalui Seksi Ketetapan. dan Ketetpan. dan 

Penagihan, Keberatan, Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain- 
Penghapusan eta Penghepusan ateu Peng.arangan Sanksi 

Lain. adrinistre si Pengurangan Srksi 

-VE3ATSU7UT ---·-- .2meita!- 

Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Perrohonan 

Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan l 
Pebetulan, 

Sanksi administrasi dart Wajjb Pajak dan mencatatnya kedalam Penbotatan, Pencatatan dalam 
2. Buku Register Surat Permohonan, Pembatalan Pengurangan I I Pengurongen 10 menit Baku Registrasl I Ketetapan, dan 

Ketetapan dan Penghapusan atau engurangan Sanksi I 
Penghopusan atau 

Administrasi I "po 
-··--·- -------·------ I -#tEj ii 

Penmohonan 
Meneliti kelengHapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, ' Pembetdan, Verlfkasi 
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan I I Pembatalan, e'en'span 

3. Sanksi Administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian dan 
Pengurangan 60 merit peohonean dan Ketotapon. dan Laporan Peneljen 

bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian Peng8opus.an etau 
Pengurengen Sanksi 

··--- - -- 
4. Menyampaikan laporan Penelitian kepada Kepala Dinas untuk I I Laporan Penell an 30 merit Keputusan Kepala 

diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima 0leas 

----- 
Apabila permohonan disetujui maka menyampalkan Surat - 5. Keputusan yang disetujui untuk Kepala Dinas dan apabila Lbpcran Peneltian 60 menit Keputs.an Kepala 

permohonan ditolak maka dibuatkan Surat Keputusan penolakan Dinas 

pembetulan I --- - �--- ·- 
Mencatat Surat Keputusan Penolakan kedalam Buku Register L 

6. 
Surat Keputusan Penolakan Pembetulan dan mencatat Surat I I Surat Keputursan 15 merit Pencatatan dalam 

Keputusan Pembetulan kedalam Buku register Surat Keputusan Buku Registrasi 

----- Pembetulan setelah Surat Keputusan diotorisasi -c5- - ' - ·- 
Mendistribusikan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan 'II 

_ 
cb tembusan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Asli untuk Wajjb () ( l Tembusan dan 

7. Pajak, tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan - guret Keputusan 10 men! pendrsti.buslan 

Pelaporan, Fungsi Pelayanan, dan arsip 

, 



¢ NomorSOP 26/OR-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanqqal Pembuatan 08 December 2017 
Tanggal Revisi 08 December 2019 
Tanggal Efektif 01 January 2018 

It, 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) 

KEBERATAN DAN BANDING 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
L. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah I 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Taiun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ban iunan Gedung 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin 

Mendirikan Bangunan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/ Intranet 
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Penagihan : Surat Keputusan Penolakan Keberatan / Keberatan 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Bidang Penagihan : SKPDLB 

3. Bidang Penagihan : Buku Registrasi Surat Permohonan Keberatan / Keputusan Keberatr n 



A. Penyelesaian Keberatan 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Bidang Keterangan 
Wajib Pajak Penagihan Kepala Dinas Bupati Pembukuan Kelengkapan Wakt Output 

dan Pelaporan 

1. Mengajuken Permohonan Keberatan ke Bidang Penagihan c Srst Pemobonan 10 menit Surat Permoi0nan 
Keberetan Kebert tan 

---· ·--- Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajb Pajak dan N Sat Fermohonan Pencatata delom 2. mencatatnya kedalam Buku Register Surat Permohonan I I Keberotan 10 merit Bu Registrasl 
Keberatan 
Meneliti kelengkapan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak ct venifka si 

3. setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, Sret Penohonen 30 merit elengt pan Surat 
Kebertan erohonan 

dibuat Laporan Hasil Penelitian Keberatan 
t-·-• 

l ---·-- I Menyampaikan laporan Penelitian kepada Kepala Dinas untuk I I Surat Perm oh0nan Keputusan Ke pala 4., diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima yang tetah dver1fksi 60 merit Dins ! ' T -·-- -· r Setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas, berkas 
keberatan Wajib Pajak disertai pertimbangan Kepala Dinas I 
disampaikan kepada Bupat untuk mendapatkan keputusan 
terhadap keberatan yang diajukan Walib Pajak tersebut. Bupati 

' dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak surat I ' I Keput»sen epal 5. permohonan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas ' 12bun Kepursan Bupat Dinos 
keberatan yang diajukan. Keputusan alas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu 12 (dua 
belas) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan --- 
Apabila permohonan keberatan tidak disetujui, Bidang Penagihan + Surat Keputusan 

6. membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. Sedangkan 
Keputrsan 8upat 30 menit Penolaan Keberatan 

apabila disetujui, Bidang Penagihan membuat Surat Keputusan atau Surat Keputusan 

Keberatan Keberatan 
f----- 

Kedua Surat Keputusan tersebut ditanda tangani o!eh Bupati atau ---- 
Pejabat yang ditunjuk, Surat Keputusan Penolakan Keberatan 

Surat Kepatusan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli untuk Wajib Pajak dan arsip Surat Keputusan Penolakan Keberatan 
7. sedangkan Surat Keputusan Keberatan dibuat rangkap 4 (empat) Perolakan Keberatn 30 menrt atau Surat Ke putus an etau Sure! Kepubrsan 

yaitu asli untuk Wajib Pajak, satu untuk arsip dan dua tembusan Keberutan Keberztan dn 

untuk Bidang Peinbukuan dan Pelaporan serta Bidang rangkap arsip 

--- Pendaftaran dan Pendataan I -- I 

_j_ -- -·- 
Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dicatat dalam Buku 6 Surat Keputs an 

B. Register Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Bidang ( ) Surat Keputursan 30 menit 
Keberatan dan 

Penagihan mendistribusikan Surat Keputusan, asli kepada Wajib - Keberotan Ponca'atan dalam 

Pajak dan tembusan kepada pihak terkait. bu Regis7asl 



l • 

$ 
Nomor SOP 27/OR-8/2017 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Pembuatan OB December 2017 
Tanggal Revisi 08 December 2019 " Tanggal Efektif 01 January 2018 

-- SEKRETARIAT DAERAH ;d 
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang 

Pajak Daerah 3. Memahami ketentuan bangunan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mer'goperasikan program/eplikasi perizinan 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung I 
' 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin ' I Mendirikan Bangunan 

Keterkaitar Peralatan/perlengkapan 
1 SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan 
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet 
3 SOP Pembayaran Pajak 3. GPS 
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional 
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasl 
7. SOP Keberatan dan Banding 
8, SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak 
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2 Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Kartu Data 

3. Bidang Penetapan : SKPDLB dan SPMKPD 
4. BUD / Kuasa BUD : SP2D 

, 



A. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bidang Bldang Bldang Bidang BIUD/Kuasa 
Wajib Pajak Pendaftaran Pembukuan Kepala Dinas Bupati Kelengkopan Waktu Output 

dan Pendataan Ponetapan Penagihan dan Pelaporan 
BUD 

- Surat Penohona Surat Pe nmchonat 

1. Wajib Pajak membuat Surat permohonan Pengembalian ( ) Pengembalian 10menit Pengembafa 
Kelebihan Pembayaran Pajak Ketebiha Ke'e than 

I Pebayaran Paa Pembayaran Pajal 

Menerima Surat permohonan Pengembalian Kelebihan J Surat ermohona 
Peembalian 2. Pembayaran Pajak, selanjutnya atas surat permohonan tersebut I I Kee bihan 

ts merit Verfvkcal dan Val 

dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan. 
I 

Pembayaran Paja 

Laporan pemerksaan ditandatangani oleh petugas dan J. 
3, dimintakan konfrmasi kepada Wajib Pajak dan apabila telah ," Surat Permahona 15 merit Konfrmasi kepad 

disetujui Wajib Pajak ikut menandatangani laporan pemeriksaan 
Wab Pajak 

4. Mencatat data perpajakan ke dalam Kartu Data, selanjutnya it Laporan Pereriksan f0 «emit Pencata tan dalan 
menyerahkan kepada Bidang Penetapan yang Kartu Cata 

Melakukan penghitungan untuk dilakuan penghitungan d Pertitur gan 
5. penetapan kelebihan pembayaran pajak I I Lapgran Pereriisan 3 merit penetapan kelebi 

pa]ak 

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperhitungkan dengan + 
6, utang/Tunggakan pajak yang lain dan kemudian dlbuat nota I I Shasil pertitungan 30 merit Pembuata Nota 

perhitungan. 
Pertitungan 

Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata 
kelebihan pembayaran pajak kurang/sama dengan utang pajak I I Bueti pemind.at 7. lain tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindah bukuan, las Pertitungan 3menit 

sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutan. 
bkuAnl 

dimaksud, karena dalam SKPDLB tidak diterbitkan 

Bukti Permindahbukuan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi 17 Rangkap dat 8. asli untuk Wajib Pajak, tembusan masing-masing untuk Bidang Bui pemindahbukuan 30 ment 0is tribus! 
Pembukuan dan Pelaporan dan Arsip 

I ' I I I Sotelah disetujui oleh Kepala Bidang Penetapan selanjutnya Bukti ' % 9. Bui pemindahbukua 15 merit Peretujuan Kepa 
Pemindahbukuan didistribusikan ke pihak yang terkait Bidag dan Distnib 



Polaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Bldang Bldang Bldang 
Bidang BUD/Kuasa 

Wajib Pajak Pondaftaran 
Ponotapan Penagihan 

Pembukuan Kepala Dinas Bupall BUD 
Kolengkapan Waktu output 

dan Pondataan dan Pe!aporant 

Apabila setelah diperhitungkan/dlkompensasikan dengan temyata u 
kelebihan pembayaran pajak lebih besar dibandingkan dengan 
utang pajak, maka Wajib Pajak akan menerima bukti Bukti Pembayaran 

10. pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran dan kompensasl ' ' I 
Magi Perhtungan 30 menit penebi &KPDI 

dan diterbitkannya SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3 (tiga) r 

de,gan distribusi asli untuk Wajib Pajak, tembusan untuk Bidang 
Penagihan serta satu tembusan untuk arsip 

Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. I SPMKPD dibual rangkap 3 (tiga) dengan distribusl asli untuk ch J Penebin SPMKI 
11 BUD/kuaSa BUD, satu tembusan untuk Kepala Dinas, dan satu 

Peertitan SKPDLB 15 merit dan pea<dis tritusi 

tembusan untuk arslp I I I 

i I i 
SPMKPD selanjutnya dis: mpaikan ke Bupati untuk diotorisasl r 

12 untuk kemudian didistribu pikan kepada pihak-pihak yang terkait I l 
Penertitan SP4KpD 1 hart Otoritas ke E,pa 

: 
' '- J 

BUD/kuasa BUD, berdasarkan SPMKPD memproses penerbitan 

� 

SP2D untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada 
Wajib Pajak. SP2D dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) 
dengan disribusi sebagai berikut: 

13 SPMKPD 30 merit Penebia SP2D 

' rangkap 
a. Asli untuk wajib pajak I I 
b. Tembusan masing-masing untuk Bank tempat menyimpan Kas ' ', t, 
Daerah dan Bldang Pembukuan dan Pelaporan 

c. Arsip 

.. , - 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG 

. ' - -------- ·- ----- 
4. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

a. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) I 
b. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
c. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil 
d. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 
e. SOP Pelayanan Secara Paralel/Simultan ' • 
f. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan KK/KTP-el/Surat Keterangan 

Pindah 
g. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 
h. SOP Pelayanani Pengaduan/Keluhan Pelanggan 



NomorSOP 28/0OR-B/2017 

$ Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revis! 08 Desember 2019 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektif 01 Januari 2018 
Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
NamaSOP 

PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 

1. Me ngetahui/memahami tugas pokok, fungsi dan sisdur adminduk 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 2 Mmahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan 3 
Tdrampil 

mengoperasikan komputer SIAK 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 4 Mengetahui/memahami tugas dan proses pembuatan KK 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Sambungan Internet/Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) 

3. SOP Pelayanan Akta Catalan Sipil 3. Server 
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 4. Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. Scanner 

KKIKTP/Surat Keterangan Pindah 6. Blangko KK 
6. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 7. Formulir Permohonan 
7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 8. Lembar Kerja/Disposisi 

Perlngatan Pencatatan dan Pendataan 
- Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan 1. Kabid : Paraf pad a lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 

penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan 2. Kasi : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
atau perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti) 3. JFU : Buku Register 

- Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang 
berwenang 

••• 



A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Menggunakan Perangkat Yang On-Line 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan 
Pemohon Petugas Pendukung Pelayanan/ Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Kolengkapan Waktu Output 

Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi 
persyaratan : Fotocopy Akta Nikah/Kutipan Akta ( ' - Nomor antrian dan Berkas Permohonan 1 Perkawinan, Surat Keterangan Pindah/Surat - berkas permohonan 2 Menit 

Keterangan Pindah Datang, Izin tinggal tetap bagi 
orang asing. 

Menerima berkas, mengkoreksi data permohonan, Berkas Permohonan 
mencatat dalam buku registrasi, dan membuat bukti -' I Berkas Permohonan 2 menit yang telah 2 - penerimaan Apabila tidak sesuai maka dikembalikan diverifikasi 
kepada pemohon --------· - -·-·-------- 1---------- ---·---- ---- 

Memilah berkas berdasarkan kecamatan dan nor'or 
. Berkas Permohonan Berkas Permohonan 

3 I I yang telah 1 merit yang telah diberi 
urut ! diverifkasi nomor urut 

i di I 
I l Berkas Permohonan 3 menit Kumpulan KK yang 

4 Operator melakukan input data ke SIAK dan yang telsh diberi perberkas telah dicetak mencetak KK nomor urut 

---···· 1--. 

Kumpulan KK yang 
Kumpulan KK yang 

Menyerahkan kumpulan KK yang telah dicetak kepada I ' ' ' ., I 1 menit telah diverfikasi dan 5 ' rt ,. ., telah dicotak Kasi dan Kabid untuk di verifikasi akhir 
I diparaft 

--------------- --------- -· -·· --------- 
.4 Kumpulan KK yang 1 menit Kumpulan KK yang 

Menyerahkan kumpulan KK yang telah diverifikasi I l telah diverifikasi dan perberkas 
telah diverifikasi dan 6 kepada Kepala Dinas untuk ditandatangi diparaf diparaf 

I - - ---- - -----·---- ----------· - - - - --- ·-t- ·- .. - -- - d -- ------- 

I I Kumpulan KK yang Kumpulan KK yang 
7 Kepala Dinas menandalangani KK yang telah 

I 
telah diverifikasi dan 1 menit telah ditandatangani diverifikasi diparaf 

t --·· --- --- - --- -· ------ -- - - -··-··--- .. ----- ------- ···---·-- ------------------ ---·- L Kumpulan KK yang 
Mengambil kumpulan KK yang telah ditanda tangani I l Kumpulan KK yang 2 menit 

telah ditandatanganl 
B untuk dicatat dalam buku registrasi untuk diserahkan telah ditandatangani dan di catat dalam 

kepada petugas loket buku registrasi 

·--------- :.-- -------·- - --- ---- ••· ---- ··--·- --·------- ---- --- -- -- . -�------- - ---------- ----------· - --- -- -- -- --·--·- - ------·····- 
Kumputan KK yang Kumpulan KK yang 

Menyerahkan dan mendistribusikan KK melalui loket I l telah ditandatangani 1 menil telah dibukukan, 9 dan di catat dalam dan stempel basah pengambilan 
buku registrasi 

. - -- j·---- -· ... ----- . -· ----- ·- - .. - -· ·-· --------- ·- --· --- --- - ·- - - --- -- ---- ---- - -- -· ·-·-· --· - -- - - - ---· --- - -- - ·----- - . - - -- -- ------- ----- . -· .. - 
Kumpulan KK yang Tanda bukti Pemohon menerima KK dan menyerahkan bukti ( ) telah dibukukan, dan 1 menit penerimaan berkas 10. penerimaan stempel basah 

• ' 



B Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Menggunakan Perangkat Yang Off-Line . 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan 
Pemohon 

Petugas Pendukung Pelayanan/ Kasi Kabid 
Kepala Kelengkapan Waktu Output 

Operator Dinas 

Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi 
persyaratan : Fotocopy Akta Nikat/Kutipan Ata ( 

,_ 
Nomor antrian dan 2 Menit Berkas Permohonan 1 Perkawinan, Surat Keterangan Pirdab/Surat 

. 
berkas permohonan 

Keterangan Pindah Datang, lzin tinggal tetap bagi 
orang asing. 

Menerima berkas, mengkoreksi data permohonan, Berkas Permohonan 
2 mencatat dalam buku registrasi, dan membuat bukti 

- ' I Berkas Perohonan 2 menit yang telah 
penerimaan Apabila tidak sesuai maka dikembalikan diverif.kasi 
kepada pemohon . ·--- -· 

Parkas Permohonan Berkas Permohonan 
3 Memilah beras berdasarkan kecamatan dan nomor 

I I yang telah 1 menit 
I 

yang telah diberi 
urut diverifikasi nomor urut 

I· --· 
V Berkas Permohonan 3 menit Kumputan KK yang 

4 Operator memback up data ke Server AFIS di I I yang telah diberi perberkas telah dicetak Kecamatan I Dinas yang online dan mencetak KK nomor urut 
--·· 

Kumputan KK yang 
Kumpulan KK yang 

5 Menyerahkan kumpulan KK yang telah dicetak kepada 
I t La l I telah dicetak 

1 monit telah divenfkasi dan 
Kasi dan Kabid untuk di verifikasi akhir ' l diparaf I .. --· - . -·-- ···--- 

d Kumpulan KK yang 1 menit Kumpulan KK yang 
6 Menyerahkan kumpulan KK yang telah diverifikasi 

I I tetah diverifikasi dan parberkas 
telah diverifikasi dan 

kepada Kepala Dinas untuk ditandatangi diparaf diparat 
l ·- . --------- ---.....-·---- ------- --- --·· -·--·-·· t-- ···-- - ··-··. ----- -- . -··- --- .. e w 

I I 
Kumpulan KK yang Kumpulan KK yang Kepala Dinas menandatangani KK yang telah telah diverifikasi dan 1 menit 7 

diverifikasi 

" 
diparaf 

telah ditandatangani 

-· - ···---- ·- -- . - ----- ··- -------···· ·-- - .. 

d Kumpulan KK yang 
Mengambil kumpulan KK yang telah ditanda tangani Kumpulan KK yang 2 menit telah ditandatangani 

8 untuk dicatat dalam buku registrasi untuk diserahkan I J telah ditandatangani dan di catat dalam 
epada petugas loket buku registrasi 

·- .. -- ··- do ·- ----·--·-- ------------·-- . ----··- 1--------- 
Kumpulan KK yang Kumputan KK yang 

Menyerahkan dan mendistribusikan KK melalui loket I I telah ditandatangani 1 menit telah dibukukan, 9 
pengambilan dan di catat dalam dan stempel basah 

buku registrasi 

·-1-- --- ·-. -- - ----- --··· -·--- . ----· ·- --· - -- ... - - - - ··---· --·· --- ·-·- -- - -- ----·--· ·- - - -··--·- ------···--·- --·--·------·- ·-·-·. ·-·-·-- - --- . - . ·- --- . ... -----· -- - ------ 
Kumpulan KK yang Tada bukti Pemohon menerima KK dan menyerahkan bukti telah dibukukan, dan 1 menit penerimasn berkas 10. 

penerimaan ( stempel basah - . 



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revlsi 
Tanggal Efektif 
Dlsahkan oleh 

29/OR-B/2017 
08 Desember 2017 
OB Desember 2019 
01 Januari 2018 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
NamaSOP 

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 

Dasar Hukum [Kualifikasi Pelaksana 
1 1. Memahami tatacara endaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan] 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 
Ketapang. 

Keterkaltan 
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
3. SOP Pe\ayanan Akta Catatan Sipil 
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 

KKIKTP/Surat Keterangan Pindah 
6. SOP Pe\ayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 
7. SOP Pe\ayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 

Peralatan/Perlengkapan 
1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. Server, Kamera Digital, Finger Print Scanner, Smartcard Reader/Writer, Iris 

Scanner Signature Pad, Card Personalization Printer, Mesin Personalisasi, 
Blangko KTP-EI, Digital Scanner, Mesin Sortir. 

4. Printer 
5. Buku Register 
6. ATK 

Peringatan [Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan 1. Kabid : Tanda tangan pada lembar kendali 
berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, 2. Kasi : Paraf pada lembar kendali 
(KTP) 3. JFU : Buku Register 

• 



A. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP.el Menggunakan Perangkat Statis Yang On-Line (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan) 

Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: 

2. - Formulir Permohonan 

Penduduk 
No. 

1. 

Kegiatan 

- Mengisi formulir permohonan 

• Membawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elektronik 
I 

I 

7 

l 

Pelaksana 
Petugas Pendukung Pelayanan / Operator 

Mutu Baku 
Keterany 

Kolengkapan Waktu Output 

Fotokopi KK etau KTP Bekas Permohonan 

non el0kt-orik 
2Men# dan fol6kopi KKKT 

non elektroni 

Berkas Perrohonan 
dan fotok0pi KKKTP 1 Menit Barias Pemotor 

non etektroni 

Berkas Perohon 2 Menit 
Beas Setetah di 

Verifkasi 

Berkas Setelah di 1 Merit Berkas yang siap di 
Verfikasi Input 

Berkas yang siap di 34enit Perokaman KTIP.el Input 

··-- - 

Perekaman KI.el 3 Menit Verifiasi Telunjuk Jar I I 

5. 

3. 

6. 

") Jika ada perubahan data, mengikuti SOP perubahan data 
1--1-------------------l---------------··-----l-·----- --,==l�c;----------t--;;c;: ��----+-=-c-- 

4. [Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan ] L ---}.....]""4" • 

- Fotokopi KK atau Fotokopi KTP non elektronik 
1--+_-M_e_n_e_ ,i_m_a_b_e_r_ka_s t===========::J:=======·:.: ··:.::::·==;-------·---!------t---+-----+--- 

- Memverifikasi & Validasi I l 
/ I I 

- Mencatat dalam buku harian 
I 

- Operator membuka dan membacakan data penduduk 
- Operator merekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan 
iris mata pendudu MN.. .we.No 
- Operator memverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan 
penduduk 
- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data 
secara elektronik 

Validasi Hasi 
Petekaman 

Arsip Berks dan Bukti 
Perekaman 

·----�--/--- 

1 Menit Validasi Hasit 
erekaman 

Verifiasi Telunjuk Jani 2 Menit 

I 

I 

I 

I 

8. 

7. 

- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jati 

- Operator memastikan hasil perekaman tersimpan dalam 
server 
- Operator menyerahkan berkas kepada petugas 
pendukuna -·--·t"-�==�-------------------l------------·-·--·- ---·-----·-·------+---------·. ·---- ---- ----·-·' .. -- - - 
- Mengarsipkan berkas 

- Memberiken bukti perekaman kepada penduduk 



B. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis Yang Off-Line (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Keterangan 
Penduduk Petugas Pendukung Pelayanan / Operator Kolengkapan Waktu utput 

- Mengisi formulir permohonan FotokopiKK alau KTP 
Berkts Permohonon 

1. I I 2 Mant dan ft6kopi KKAKTP 

- Membawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elektronik 
non elektrorik non elektroni 

Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: 
Berkas Permohonan 

2. - Formulir Permohonan I I dan fotokogi KKIKTP 1 Merit Bekss Pernohon 
non elektroni 

- Fotokopi KK atau Fotokopi KT non elektronik ... 

- Menerima berkas 

- Memverifik 'si & Validasi Beras Setelah di 
3. I I I Bekas Pemohon 2 Merit Veritikasi 

- Mencatat ,alam buku harian 
) Jika ada perubahan data, mengikuti SOP perubahan 

-·-·· data -- 
4. Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan I I Berkas Setelah di 1 Menit 

Berkas yang siap di 
Verif.kasi Input 

--- 
- Operator membuka dan membacakan data penduduk Beras yang slap di 

5. 3 Menit Perekaman KT9.el 
- Operator merekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan I I Input 

-- ---- iris mata penduduk ' - -- --·------·------- 
- Operator mamverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan l 

6. penduduk I I Perekaman KT.el 3 Menit Venfeasi Tetunjuk Jani 
- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data 
secara elektronik ------ ----- --- --- - ---- ---- -- ---- ---- ····--- I--•··----------------- ------------ 
- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari 
- Operator membackup data perekaman untuk dikirimkan 

I I validasi Hasit 
7. ke Pusat Data melalui Server AFI di Kec/Dinas yang Veniasl Telurju Jani 2 Ment Perekaman 

Online 
- Operator menyerahkan berkas kepada petugas 

- ---· lilmldukUJlQ__ __________________ --- -------- ••" ----------- . ----- --------·· ---· .. -·--·--- -- -- - --- --- . - -- ------- ---- 1---- -- - - -------- - --··- 

- Mengarsipkan berkas I l Validasi Hasil Arsip Beras dan 
8. Perekaman 1 Menit Buti Perokaman 

- Memberikan bukti perekaman kepada penduduk 



C. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Mobile (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Keterangan 
Penduduk Operator Moblle Kole ngkapan Waktu Output 

- Mengisi formulir permohonan Fotkcpi KK alau KTP 
Berks Permohonan 

1. 2 Menit dan f2tokopl KKIKTP 

- Membawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elektronik I I non elektrnli non elektronlk 

Menyerahkan berkas kepada Petugas: 
Berkas Permohonan 

2. - Formulir Permohonan I I 
dan fotokopi KKIKTP 1 Merit gerkes Pamohon 

non olektronik 

- Fotokopi KK atau Fotokopi KTP non elektronik 

- Menerima berkas 

- Memverifikasi & Validasi i 
Berkas Setelath di 

3. I I I Berks Pemohon 2 Menit Verfikast 
- Mencatat dalam buku harian I 

*) Jika ada perubahan data, mengikuti SOP perubahan I 
data 
- Operator membuka dan membacakan data penduduk Bokas Seta'ah di 

4. - Operator marekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan I I Verdfikasi 
3 Menit perekaman KIP-el 

iris mata penduduk 
- Operator memverikasi data telunjuk jal kiri dan kanan • 

5. penduduk r I perekarnan KT.el 3 Menit Venfdasi Telunjuk Jard 

- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data 
secara elektronik ·-�-- - -----··-- - ···---·· - ------ -------· - ·-- -·· ·-- . 

- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari 

6. - Operator memaskitan hasil perekaman tersimpan dalam I I vertfkasi Totutjuk Jard 2 Merit 
Valid asi Hasil 

server Perekaman 

- Operator menyerahkan berkas kepada petugas 

-·--- [pendukung .. __ ._ ______________ . - -· ---- --·--- --·- ·-- -- 
- Operator membackup data perekaman untuk dikirimkan 

I I Validasi Hasl Arsip Berkas dan 
7. ke Pusat Data melalui server AFIS di Kec/Dinas yang Perekaman 

1 Menit But Pere'kaman 

online 



D. Prosedur Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk Yang Belum Melakukan Perekaman Dan Tidak Terdattar Dalam Data Base Kependudukan 

1. Pencatatan Blodata Penduduk Melalul Pelayanan SIAK Yang Sudah Tersambung (on-line) 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Keterangan 

Penduduk Petuas Pendukung Pelayanan / Oporator Kolongkapan Waktu Output 

Membawa berkas: 

- Formulir permohonan pencatatan biodata dari 
desa/kelurahan 
- Fotokopi Biodata Penduduk yang tetah ditandatangani I I Fotokepi KK atau TP 

Berdes Pemmohonan 

1. Penduduk dan Kepala DesalLurah non elektronlk 2Menit dan fotokopi KKIKTP 
non elektronik 

- Fotokopi Akta Kelahiran atau fotokopi ljazah yang dimiliki 
atau Surat Keterangan danti Kepala SukulAdat Seterpat 
- Fotokopi Buku Nkah/Akta Kawin atau fotokopi Akta ! 
Perceraian I - 
- Menerima berkas 

I - Memverfikasi & Mem:validasi Bents Permohonan 

2. I I an tot0kori KKKIP 2Menit Berks Penonoe 

- Mencatat dalam buku harian non eleirnik 

- Memberikan salinan permohonan kepada penduduk 
------ --·-- 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan le 

3, 
- Merekam hasi pengisian Formulir Biodata Penduduk ~erk« Pem0hoe 2Menitt ekas Setelah di 

menggunakan aplikasi S1AK Veritikgg 

- Memastikan datanya terkirim ke server Database 

- Kependudukan Kabupaten/Kota -- 
- Operator merbuka dan membacakan data penduduk 

--·-- --- --·- ----- .. 

4. melalui Aplikasl AFIS gekas Setetah i 3 4Menf erekama KT.fl 

- Operator merekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari, 
Verifsi 

dan iris mata penduduk ·- -- ------- ---- 1----·--- ----------· ----------- ----- ---------- ···---··--- - �- 
- Operator memverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan 

5. 
penduduk Berkas yang siap di 3Menit Perekaman Tp Et 

- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data 
input 

secara elektronik -------- ·---·------- ----. ---·- -·--· - --- --- .. ·- ·-· ·-- .. -- -- -----·- --·- ----- -------·----- --- -·-·--- 
- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari 

6. - Operator memastikan hasil perekaman tersimpan dalam Pereiaman KIP EL 2Menit Verfkasi Telentjuk Jani 

server 
- Operator menyerahkan berkas kepada petugas 

... pendukung ·---------- -· ---· ---·-··-- ·---- --- -- - - -- 
I-' -·-·----- -----·- ···----- - --- - . --- -- f-. -··-· - -··-·· ···--··· 

- Mengarsipkan berkas Validasi Hasil 
7. Venfikast Telujuk 4an 1 44nit Perekaran 

- Memberikan bukti perekaman kepada penduduk I I 



D. Prosedur Pelayanan Penorbitan KTP-el Bagi Penduduk Yang Bolum Molakukan Perakaman Dan Tidak Terdaftar Dalam Data Baso Kopendudukan 

2. Pencatatan Blodata Ponduduk Molalul Polayanan S1AK Yang Sudah Belum Torsambung (off-lino) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Keterangan 
Penduduk Potugas Pendukung Polayanan / Operator Kolngktpan Watu Output 

Membawa dan menyerahkan berkas: 

- Formulir permohonan pencatatan biodata dari 
desalkelurahan 
- Fotokopi Blodata Penduduk yang telah ditandatangani Berks eeohoa 

1. Penduduk dan Kepala Desallurah Fotokop KK et KIP 2Met dan fetclopi ATP non tetra 
- Fotokopi Akta Kelahiran otau fotokopi tjazah yang dimitiki 

non elidro all 

- Fotokopi Buku.Nikah/Akta Kawin atau fotokopi Akta 
Perceraian 

- Surat Keterangan dari Kepala Suku/Adat Seteipat 

I ---·· 
- Menerima berkas 

' - Memverifikasi & Memvalidasi I Berk Perruhonan 
2 - Mencatat dalam buku harian den fatal0 pi,I 2Mandt e:ls Pemcton 

- Mengirimkan bekas ke Petugas Pendukung Pelayanan 
non atektitke 

Dlnas 
- Memberikan satinan pemmohonan kepada penduduk 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 
Kecamatan 

- Memverifikasi & Memvalidasi Berks Pemohan 2Malt 
Beras Setetah di 

3. Versed 

- Mencatat dalam buku harian 

- Menyerahkan barkas ke operator Dinas 
. --- --- -·-- . ··-··· -- -- . ------·-- ------ ----------··-·-· .. 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

- Merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk 
menggunakan aplkasi SIAK 

4. - Mencetak Kartu Keluarga KK Berks Setstah di 2Ma0l Berke yang iop di 
Verifikai lo put 

- Menyerahkan berkas dan KK ke Petugas Pendukung 
Pelayanan 
- Melaporkan kepada ADB untuk melakukan SOP 

- ···- Penylapan Database Kependudukan_---..... 
1---•- . --- -----------· . -- 1-- - -··-·---------·- - -- . ---·--· --· --·-- - ·------· -·· - ---·- L ------- 

- Memproses penandatanganan dan stempel KK Berks yang slap di 2Matt Petekaman TP .el 5. put 
- Mengirim berkas dan KK ke Kecamatan 

- -- ... . .. - . ----· -- . . 1-...----------· --- .. ··---- ----- -··---· ·-----· 
- Menerima KK dari Dinas Dukcapil 

6. etekamaT.et 1tent 
Vertflsl Telunji 

- Menginformasikan kepada penduduk bahwa sudah bisa Jani 

melakukan perekaman KTP.el ------- --------·- ·-·------- ---· --- . ···--· ·-- .. -- .. -- -·---- -- --·-- e .. ---· ···--- . . ---- . -· - --· ·---· . ·- ... - .. ·- . --· ·---- - - ---·-·-··· -·-···· -- - 
- Menerima KK dari Petugas Kecamatan VeritasTetunjuk Valdes Hal 

7. Jar 14Mt Pere kamn 
- Melanjutkan ke Tahapan Perekaman KT-el 



E. Prosedur Pelayan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data) 

1. Pelayanan di Tompat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Keteran~an 
Penduduk Potugas Pendukung Pelayanan / Kopala Soksl Kelengkapan Waktu Output 

Operator 

Merbawa berkas: 

- KTP-el yang salah data Borks Permohonan 
1. I I Fotokopi KK a!au KIP 2Menit dan f0lokop! KK/KT 

- Formulir permohonan 
non eloktronlk non otktrorik 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya _,, 
Menyerahkan berkas ke Petugas pendukung Pelayanan: 

- KTP-el yang salah data Berkas Pemohonan 
2. I I dan tot0k0; KKKTP f Menit Bekas Pemchon 

- Formulir permohonan non elektrenik [ 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 

- Menerima berkas 

- Memverifikasi & Memvalidasi 

- Mencatat dalam buku harian 
le Berkas Setelah di 

3. I I Berkas Pemohon 2 Menit Verifiasi 

- Menyampaikan ke Petugas Pelayanan Dinas Dukcapil 
Kab/Kola 

- Memberikan salinan permohonan ke penduduk 
-· -- - ------·- - --- --- ·-·- - - --- --·-·-- .• -- -----·-···· --- - 

- Menerima berkas 
. 

- Memverifikasi & Memvalidasi ' I Berkas Sets'ah di Beas yang siap di 4. I verifkasi 2 Men Input 
- Mencatat dalam buku harian 

- Menyampaikan berkas ke Operator Dinas 
---·· -· ,,_ . -- --- - -- . --------· -----·- - -- --· --···- --· .... ···- - - - ·-------·- ---- --·--·---�-- --- -----· -- ------·- --------- 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung 

- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK 
I I Berkas yang siap di perekaman KT.el 5. - Mencetak KTP-el Input 

3 Menitt 

- Verifikasi data dalam chip 6 - Menyerahkan berkas ke kepala seksi 
. -·-· --··· - " -·-··--- -· - -- . - ·•• . --- - -- - ---------- 



Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan No. Kegiatan 
Potugas Pendukung Polayanan / Kopala Soksl Kelongkapan Wsktu Output Ponduduk 

Operator 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan KTP-el dengan J Verfasi Hasil berkas 

Perekama KT. 2 Menit Cetakan KTP.el 
6. 

• - Menyerahkan KTP-el dan berkas kepada Petugas 
I I Pendukung Pelayanan 

- Menyerahkan KTP-el ke Petugas Pendistribusian KT-el dr 
Dokurent TPal 1 Menit Fengars.pan 7. I I - Melakukan pengarsipan 

- Menerima KTP-el dari Petugas Pendistribusian KTP-el d 
I I Dolurent IP.et 1enilt Benta ACara 8. disertai Berita Acara 

- Mengkonfirmasikan penduduk untuk mengambil KTP-el I .. --j 
Berta Acar 1Mend Tada Tena 9. - Menerima KTP-el dari Petugas Pendukung Pelayanan I l I 

·.- 



E. Prosedur Pelayan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data) 

2. Pelayanan di Tompat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Potugas Pendukung Polayanan 
Keterangan 

Penduduk Operator Kopala Seksi Kelengkapan Waktu Output 

Membawa berkas: 

- KTP-el yang salah data Barks Parohonan 
I 1 Fctokopl KK alau KTP 1. non elektronl 2 Merit dan fotokop! KKKTP 

- Formulir permohonan non elektroni 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 

Menyerahkan berkas ke Petugas pendukung Pelayanan: I 
- KTP-el yang salah data i Berkas Permohonan 

2. I I dan fotokc pi KKIKTP 1 Menit Bekas Pemohon 

- Formulir permohonan I non elektronti 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 

- Menerima berkas • 3. - Memverifikasi & Memvalidasi I I Berks Pemahon 2 Merit 
Berkas Setelash di 

Verifisi 

- Mencatat dalam buku harian 
-·· ------- ------------ --·----- 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung 

- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK 

4. - Mencetak TP.el I I Berks yang siap di 3 Mnit Perskaman KT.el 
Input 

- Verifikasi data dalam chip 

- Menyerahkan berkas ke kepala seksi . 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan T-~l dengan -----·-- --l--•--- ··--·····- ·- ----·····-·- --- 
berkas L Tenda Terra 

5. - Menyerahkan KTP-el dan berkas kepada Petugas I I 0ckument arP et 1 Merit Petugas 

Pendukung Pelayanan ___ J_ --- ...... ---··--··- ·-·-·----- ---· . --- ----- --- ---- -------· ----, ------- -·--·---- ------- -- ····- . -- --- . ·-· . -----··- ·-------- 
- Menerima berkas dan KTP-el • 6. - Menyerahkan KTP-el ke Penduduk I I 

Tanda Tenma 
1 Merit 

Pengars'pan dan 
Petugas Tande Terime KTP.e 

- Mengarsipkan berkas dan KTP-el yang salah 



Nomor SOP 30/OR-8/2017 

f Tanggal Pemhuatan 08 Desember 2017 #@a3 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revlsi 08 Desember 2019 

& DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektif 01 Januari 2018 
. . 

Dlsahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

BIDANG PENCATATAN SIPIL NamaSOP 
PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
I 

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 1, Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil i 
I Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK i 3. Memahami tatacara penerbitan Akta Pencatatan Sipil 
2. Peraturan Bupali Nomor 76 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. SOP Pelayanan Akta Pencatatan Sipil 3. Lembar Disposisi, Blangko Akta, Register, Stempel, Buku Tanda Terima 
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 4, Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK 

KKIKTP/Surat Keterangan Pindah 
6. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 
7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan 1. Kabid : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Akta 2. Kasi : Paraf pada lembar ke-2, (lembar untuk dinas) 
Pencatatan Sipil 3. JFU : Buku Register 



A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran 
1, Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Umum (Sebelum Batas 60 Hari Setelah Kelahiran) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. 

1. 

2. 

Kegiatan 
Penduduk 

Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan 

- Surat Pengantar Kelahiran dari Dokter/Bidarn/Peno!ong kelahiran 

- Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan 

- Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wai/Pelapor 

- Fotokopi KTP 2 Orang Saksi 

- Fotokopi KK 

- Fotokopi Paspor/KITASIKIT AP bagi WNA 

- BA Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal usuinya 

- Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Atas Kelahiran, jika surat 
kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi 
- SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dalam hal akta nikah/utipan akta perkawinan 
tidal< terpenuhi_. ------�. .....•. _ 
- Menerima berkas dari pemohon 

- Verifikasi & Validasi 

- Mencatat dalam Buku Registrasi 

- Memberikan Salian ermohonan 

- Menyerahkan berkas ke bagian Operator 

) jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data 

Petugs 
Pendukung 
Petayanan 

Operator Kasl Kabid Kepala Dinas Kelengkapan 

Nomor Antrian dan 
Berkas Permohonan 

Berkas Permohonan 

Waktu 

2 Menit 

5 Menit 

Output 

Berkas Permohonan 

Berkas Permohonan 
yang te!ah di 

Verifikasi dan Tada 
Bukti penerimaan 

Berkas 

····-· - ----l----------1---------·------ 

3. 

4. 

- Menerima berkas dani Petugas Pendukung Pelayanan 

- Mengentry data kedalam database SIAK 

- Mencetak Kutipan Akta Kelahiran 

- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid 

- Menerima Berkas dari Operator 

- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Kelahiran dengan berkas permohonan 

- Memberikan paraf pada Kutipan Akta Kelahiran yang Valid 

- Menyerahkan beras kepada Kepala Dinas 

I 

I 

' I 
I 

6 

Berkas Pemmohonan 
yang telah di 

Verifikasi 

Kutipan Akta 
Kelatiren yang telah 

dicetak 

3 Menit 

5 Menit 

Kutipan Akt 
Ketairan yang telat 

dicetak 

Kutipan Akta 
Kelahiran yang telah 

di paraf oleh Kasi 
dan Kabid 

--··----·- 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas 
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Wsktt Output 

Pelayanan 

- Memproses Penandatanganan L,J ., Kutipan Akta Kutipan Akta 
5, Kelahiran yang telah 1 Menit Kelatiran yang telah 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan r dparat ditandatanganl 

- Memproses stempel Kutipan Akta Kelahiran I Kuti pan Ata 

+ Kutipan Akta Kelahiran yang 
6. - Mencatat dalam buku registrasi Kelahiran yang telah 2 Men dicatat dalam buku 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 
I I ditandatangani registrasi dan 

·--- I stempel basah -------·- --- -------------·· -·--·-··-- ·--------------·---- -· - - ·----- ---- ----- -·- ----- . - ... ·-· -- ------- ----- -- Kutipan Akta ----- 
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Kelahiran c' Kelatiran yang 

7. i dicatat dalam buku 1 Menit Tanda Bukti Terima 
- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemohon dengan tanda terima registrasl dan 

i stempel basat 



A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran 
2. Prosedur Pelayanan Pembuatar Akta Kelahiran Terlambat (60 Hari Setelah Kelahiran) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas 
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepata Dlnas Kelengkapan Waktu Output 

Petayanan 

Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan 

- Surat Pengantar Kelahiran dari Dokter/Bidan/Peno!ong kelahiran anak 

- Fotokopi Akte Pernikahan 

- Fotokopi KTP Kedua Orang Tua 

1. - Fotokopi KT 2 Orang Saksi Nomor Antrian dan 2 Menit Berkas Permohnan . I Berkas Permohonan 
- FotokpiKK , 

- Fotokopi 
Paspor/KITAS/KITA! 

bagi WNA 

- Surat Pernyatan Tanggung .lawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Atas Kelahiran, jika surat 
kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi 

- SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami lsteri dalam hal akta nikah/kutipan akta perkawinan 

.. .. tidak terpenuhi _.. ..--. ----- ------· -------- ------ --· ·--·--- ·---·- . -- ----- i--- ---- ---- -----·- --- --------···- -------·-· -·----- --·· •·- --··· ------- 1-------- ·- 
- Menerima berkas dari pemohon 

- Verifikasi & Validasi Berkas Permohonan 
2. Berkas Penohonan 3 Menit yang telah di 

- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi (jika terlambat melapor) Verifikasi 

) jika ada perubpahan ada mengikuti SOP perubahan data - .- -------·------ -··· --·- ·- --------- --· - ... .. .. - ----- . -- - ---- . .. - .. --- .. -· - . .. -- --- - .. -- -- �---. - ... -- ----. --- ------- -- - -- ·- -- -·-- - - 
- Membayar denda administrasi di loket Berkas Permohonan Tanda Bukti 

3. I I yang telah di 2 Menit Pembayaran denda 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan Verifkas administrasl 
--· -· ---- - - ----- - -- --· -· - ---- ... --- --·- .. . -· ·- -· ··• . �-. ---- . ----· .. . .. . - . -··· .. ... .. .. -·· ···-- . .. - --- . .. -- -· - . -- - . - - •... ---·-· - 

- Menerima tanda bukti pembayaran denda administrasi t Tanda Bukti Berkas Permohonan 4. - Mencatat dalam Buku Registrasi Pembayaran denda 5 Menit dan Tanda Terima administrasi 
- Memberikan Salian Permohonan 
. -· . -- -- ---- ... --·· -· --------- ·---- - ... -- - . ... ... -- ····-· ·- ---·· ---- .. - ... ·J,. - - - . -- . .. --- - ---- --------·----- ______ 

-:,__ ---- -- - - -- --- -·-·· -- 
- Menerima berkas dari Petugas Penduung Pelayanan 

I I 
- Mengentry data kedalam database SIAK 

I Kutipan Akta 
5. Berkas Penmotonan 3 Menit Kelahiran yang telah 

- Mencetak Kutipan Akta Kelahiran 6 dicetak 

- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid 
-···· -- ----- - ---· --- ---- - -·-· --- - --- - -- .. -· -----. .. ------ --- -- --- ---- ... -- --- - -- -· - -- ----- ---· ---- ---- - -· ... -- - . ---- -· -----. ---- -·- -· ----. - . - . ... -- .. 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petgas 
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 

Peta yanan 

- Menerima Berkas dart Operator ' - Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Ata Kelahiran dengan berkas permohonan Kuti pan Ata Kutipan Akt# 

c Kelahiran yang telah 6. , Kelahiran yang telah 5 Meit di paraf oleh Kasl 
- Memberikan paraf pada Kutipan Akta Kelahiran yang Valid dicetak dan Kab!d 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas I 

- Memproses Penandatanganan , Kutipan Ata Kutipan Akta 
7. Kelahiran yang telah 1 Menit Kelahiran yang telah 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I dipsraf dirtandatangani 
----· - ·------------· . --- ··-··--·-·------ --- 9- . -···-· . ... -- ------ I- ··- 

- Memproses stempel Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta 
Kutipan Akta Kelahiran yang 

8. - Mencatat dalam Buku Registrasi Ke'atiran yang telah 2 Menit dicatat dalam buku 
ifand atangani registrasi dan 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I stempel bash ---- ------------· -- ·--------- ---�-·-·-·-- - , ______ ------ -�·-- --·---·•· 
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Kelahiran t j Kutipan Ata 

( Kelatiran yang 
9. ) oicatat dalam buku 1 Menit Tenda Bukti Terima 

- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemohon dengan tanda terima registrasl dan 
stempel basah 

0, % 



B. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kematian 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegfatan Potugas 
Waktu Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Kolengkapan Output 

Pelvanan 

Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan 

- Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit/Paramedis Nomor Antrien den 2 Menit Berkas Permohonan 1. Berkas Permohonan 
- Surat Keterangan Kematian dari Dess 

- Fotokopi KTP 

- FotokopiKK -- --- -- ---------· ------- - ---- -- 
- Menerira berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran 

i - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan I Berkas Permohonan 

2. - Mencatat dalam Buku Registrasi '\ Berkas Permohonan 5 Menit yang telah di 

I Verifikasi 
- Memberikan Salian Pemmohonan 

- Menyerahkan berkas ke Operator ----··-- f,,-•--- - --- . ----·· - 
- Menerima berkas dar Petugas Pendukung Pelayanan 

- Mengentry data kedalam database SIAK , Berkas Permohonan Kutipan Akta yang 
3. yang telat di 3 Menit telah dicetak 

- Mencetak Kutipan Akta Keratian Verifkasl 

- Menyerahkan Kutipan Akta Kematian yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid -·------·- -- ---·-- -- ----- - - -- -·-·- --··· -- - -- ---- ··--··--· --------- - --------- ----- ---·-- ----- ·--- . - --- -· -- ·-- . - --·· -------· --- --··· ----- .. --·- 
- Menerima Berkas dari Operator 

- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Kematian dengan berkas permohonan ' ' -l Kutipan Akta yang Kutipan Akta yang 
5 Menil tetah di paret o'eh 4. telat dicetak Kasi dan Kabid - Memberikan paraf pada Kutipan Akta Kematian yang Valid 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas ------- ···--·-- -· ------ -- ·--- - -- - -- - - ----------· -·----- ---·--- ------- ··-- ------ - - ·--- -•---- - - . ----------- ---�----- --- --·-- --·-- - --·· --·-··· 1--------·---- 
- Memproses Penandatanganan - 

Kutipan Akta yang Kutipan Akta yang 
5. 9 .... telan diparaf 1 Menit t el~h ditandatangani 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ·- -- ---- ·-- -- - -·· --- -- ----·- ···-- --- . ---- .. ---·- --·----··- - --·-· . - .. ------- ------. --------- - ------ ---------- .. -----. --·- ----- -- . --- -- -·-··-···· ··-··-- -- -- -- --- --- - - 
- Memproses stempel Kutipan Akta Keratian d Kutipan Akta yang 

I I Kutipan Akta yang 2 Menit 
dicatat dalam buku 

6. - Mencatat dalam Buku Registrasi telah ditandatanganl registrasi dan 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I stempel basat 

···- - ·----- ---- .. --- ·----- -------- -·- -·-·---- ··-··--- .. .. --· ·-- ----· -- -2;--- -··· ·-·-- - . - -· - .. -- . - - ----- ·- . ---- -- - -- ·-··-. ------- -·------- -- ··------ -- - - -· --------- -·-- 
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta yang 

dicatat dalam buku Tanda Bukti Terina 7. registrasi dan 1 Menit 

- Menyerahkan Kutipan Akta Kematian ke Pemohon dengan tanda terima stempel basah 

• ." 



C. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas 
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Waktu Output 

Pelayanan 

Membawa berkas: 

- Forulir Permohonan 

- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dan gereja/vihara/pura yang ditandatangai oleh 
pemuka agamanya masing-masing atau surat perkawinan penganut kepercayaan yang 
ditandatangani oleh pemuka penganut kepercayaan 

1. - Pas Photo 4X6 Suami Isti berdampingan sebanyak 5 Lembar Nomor Antrdan dan 2 Menit Berkas Permohonan 
Berkas Perohonan 

- Fotokopi KTP dan KK Suami lstri 

- Surat Keterangan dari kepala desalurah 
i 

- Fotocopy paspor bagi suami isteri warga negara asing 
I 

)Jika persyaratan kurang maka di kembalikan ke pemohon l -·-- .. ----- - ---- ·------ 
- Menerima berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran 

- Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan Berkas Permohonan 
2. Berkas Permohonan 1 Menit yang telah di 

- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi (ika terlambat melapor) Verifikasi 

) jka ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data 
- ·- .F%ii6ion ~an saisi menan~~tanga egEster ~a Fe&an an memayar ends -·---- -- ·-·--·· ---···-···· ------ --------- ------ ___ H ______ --------- -- 

Berkas Permohonan Tanda Buktl 
3. administrasi di loket 

I yang tetah di 2 Menit Pembayaran denda 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Perdukung Pelayanan verifikas administrasi 
----- -·· - - -··-·-·· --· -- -·-··- -- -- --- -··. ---·- - . -- -- -- - -· . -· - l-- - -· ----·-··· :- - -··------ -- -- ----- ·--- -·-·--- ---- - .. ------ ------ ·-- - --- - ·-· ·--- -�-----·· . -----. -- 
- Menerima tanda bukti pembayaran denda administrasi + Taada Bukti 

4, - Mencatat dalam Buku Registrasi I I Pembayaran 5 Menit Berkas ermohonan 
dan Tanda Tema Retribusi 

- Memberikan Salinan Permohonan . . .. .. - .... ... - ... - . - ····-- . -- . ----·- .... --- ··--- ----- . ... -7·- .. ..... . -- - ·---- -· - - . . ··---· .. ···-····--·· - ·-· -· - . ····•·· -· ·-·-· ······-· .. 
j- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

- - 
- Mengentry data kedalam database SIAK Kutipan Akt# 

5. Berkas Pemmohonan 3 Menit Perkawinan yang 
- Mencetak Draft Kutipan Akta Perkawinan telat diceta 

- Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah di cetak untuk diteliti dan di paraf Kasi dan l. Kabid ..• --· .. ·---·-·· --- --- . - - ----- •·· -- . - - ----- ···----· ----· .. ---·-·· ·-----·-�-- ·- ····- . - ..... - - -- --··. -· , - ·-- - --- ···- . ···-·· - -- ---- .. . ···---- - - . -- 
- Menerima Berkas dari Operator I k- H I Kutipan Akta 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Perkawnan dengan berkas permohonan I Kufipan Ata Perkawinan yang 

6. t Perkawinan yang 5 Merit telah di paraf o'eh 
- Kasi dan Kabid memberian paraf pada Kutipan Akta Perkawinan yang valid tetah dicetak Kasi dan Kabid 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas 
·•. ---·------·· - ---------- --- ------- ----. --- ---- -- -----------·· ---· --· -·--- --·····- � -· ---···-- - ..... -- . - ···-·· -- - -----·--- . . ····- - . ·-·- - .. . - . -- .-. - 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas 
Penduduk Pendulung Operator Kasi Kabld Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 

Petayanan 

- Memproses Penandatanganan Q Kutipan Akta Kuti/pan Ata 
7. I 

Perkawinan yang 1 Menit Perkawinan yang 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 
., telah diparaf telah ditandatargani 

7 
- Meraproses stempel Kutipan Akta Pekawinan t Kutipan Akt 

Kutipan Akta Perkawinan yang 
8. - Mencatat dalem buku registrasi Perkawinan yang 2 Menit dicatat dalam buku 

tetah ditandatangani registrasi dan 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan stempel basah 

- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipam Ata Perkawinan _k 
Art 

Perkawinan yang 
9. ( ) dicatat da'am buku 1 Menit Tanda Bukti Terima 

I - Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan ke Pemohon dengan tanda terima - registrasi don 
J 

I 
I 

$ 



D. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan ugas 
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Waktu Output 

a 

Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan: 

1. 
- Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor Antrdan dar 2 Menit Berkas Permotonan 
- Fotokopi KTP dan KK Suami lstri Berkas Permohonan 

- Kutipan Akta Perkawinan 

)Jika persyaratan kurang maka di kembalikzn ke pemahon .. 1------· . . -·-- -··---··-·-- ----- -·-•· ·----·---- ----·------··- 
- Menerima berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran 

- Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan I Berkas Permohonan 
2. I Berkas Perohonan 1 Menit yang telah d 

- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi (jika pelaporan terdambat) ' Verifikasi 

) Jjika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data I 
•• . --- -··--·· ---- --··---·--··------··--··· --·· --- -- --· .. -- ·--·--- - - ... ----· ____ .. ·--- - _ ... _____ -·---··--·- . 
- Pemohon dan saksi menandatangani Register Akta Perceraian dan membayar denda 

Berkas Permohonan Tanda Bukt 
3. administrasi di loket 

--T�- yang telat di 2 Menit Pembayaran denda 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan verifikas administrasl 

-· ... ----· ---·-··-- - ·---· -· ----- .. -···-··-··---· -- -- --------- - •·•-•-•H•-- ---··---· ·- ----- ···-- ·----·-··· - - --··----· ·-- 
- Menerima tanda bukti pembayaran danda administrasi ! Tania Bukti Berkas Permohonan 

4. - Mencatat dalam Buku Registrasi I I Perbayaran 5 Men.t dan Tanda Terima Retribust 
- Memberikan tanda bukti pendaftaran 

·-·· .. --· . - ----- ------ .. - ----- . ··---·-· .. - --- -··-···· . .. -- . .. .. .. ... .. -- . -· - . ·- -- . ... -- -- . --- . .... ----- .•. -· --· . ·--- ... 
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

- Mengentry data ke dalam database SIAK Kutipan Akt 
5. I I Berkas Permohonan 3 Menit Perceralan yang 

- Mencetak Draft Kutipan Akta Perceraian telah diceta 

- Menyerahkan Kutipan Akta Perceraian yang telah di cetak untuk diteliti dan di paraf Kasi dan 
Katbid - -----' - -·. -- --·----. •·. --- -·. - ·- - --·----- -· . ---·- --· --·····---··-- -· ··- -··-- - -·· ···-- - -·· -·-- --·· - -- --··-----. -·· - - .. . --- -·-·- - . --- ---·--·• 
- Menerima Berkas dani Operator ' � »] I 

. 

' Kutipan Aktn 
- Meneliti dan mencocokan Kutipan Akta Perceraian sesuai permohonan I Kutipan Akta Perceraian yang 

6. c Perceraisn yang telah 5 Merit teah di parat oleh 
- Kasi dan Kabid memberikan paraf pada Kutipan Akta Perceraian yang valid d.cetak Kasi dan Kati 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas 
---·--··· ---- - -- -- - -·· ---- - - _ _, ___ . -· ·---·- --····- -- -· -·----·· -· - -·· .. - .. -· -· ..... ------- - .. - -···--· ·-·--·······-- - ··-·-· -·- - .. --- .. •-·· -·- . .. . - - ........ ----·-· 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan retugas 

Penduduk Podukung Operator Kasl Kabid Kepala Dlnas Kelengkapan Waktu Output . 
- Memproses Penandatanganan H Kutipan Akta Kuti pan Akte 

7. , Perceraian yang telat 1 Menit Perceralan yang 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan diparaf telah ditandatanganl 

- Memproses stempel Kutipan Akta Pertceraian I Kutipan Akta ; Kutipan Ata Perceraian yang 
8. - Mencatat dalam buku registrasi Percerais yang telct 2 Menit dicatat dalam buku 

ditandatangani registrasl dan 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan stempel basah - ·------· 

Kutipan Akta - Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Perceraian % Perceraian yang 
9. 

{ ) dicatat dalam buku 1 Menit Tanda Buktl Terima 
- Menyerahkan Kutipan Akta Perceraian ke Pemohon dengan tanda terima registrasi dan 

I stempel basah 



E. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak 

Pelaksana Mutu Baku No. Keglatan 
Petugas 

Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Penduduk Pendukung Operator 
Petanan Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan: 

- Surat Pengantar dari Desa/Keturahgn - Nomar Antrian dan 
2Menit Berkas Penohonan 

1. 
( ' Berkas Pemmohonan - Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung J 

- Fotokopi KTP dan KK Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran 

)Jika persyaratan kurang maka di kembalikan ke pemohon 

-----··· - ---- ------ .-------- ----- 
-- ... 

- --·-- -- ------· ,... ... - Menerima berkas de'l pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran 

! - Verifkasi dan valida'i berkas persyartan permohonan 
Berkas Pemmohonan i Berkas Permohonan 1 Men't yang telah di 

2. 
- Meminta pemohon lntuk membayar denda administrasi (jika pelaporannya terlampat) Verifikasi 

I 
'· 

) jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data 

- . r.c------------ - ---- -- .. ,----· ·--- ---- 
Tanda Bukti 

- Pemohon dan saksi menandatangani Register Akta Pengakuan Anak dan membayar denda 
Berkas Permohonan 

administrasi di loket 

yang telah di 2 Menit Pempayaran denda 
3. 

r-T __ administrasi verifikas 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 

----- --- --- - --- 
- i-- .. -- ··-- ---- -----------·- --·----· ---------- ------ - Menerima tanda bukti pembayaran denda administrasi 

', Tanda Bukti 
Berkas permohonan Pembayaran denda 5 Menit dan Tanda Terima 

4. - Mencatat dalam Buku Registrasi 

Administrasi - Memberikan Salinan Permohonan 

-----·-·- ·I- --· ----- - ------ ---- - -· 
·-· ------- .. --- ···--. ··-···----- ---·· --· -··-·· . --·· ····-- ····· -·-··· -· . -· -·-- - e- -----. --- -------- -- - Menerira berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

6 - Mengentry data kedalam database SIAK dan mencetak draft catatan pinggir akta ketahiran 

3 Menit Draft Cetatan Pinggit 
5. 

Berkas Pernohonan 
Akta Kelahiran 

- Mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak 

- Menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid 

---- ---- . --- -- ·- -·-·· - --· ------------. - 
. ... . . .. ------ ·-· ----· - .. ..... .. ... . -- - .. - - --·-- .. -·- ·-----,..-- - Menerima berkas dai Operator 

t- I»] I Kutipan Akta Kutipan AMa 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Ata Pengakuan Anak dengan berkas 

I Pengakuan Anak 
permohonan 

Pengakuan Anak 5 Meit yang telah di parat 

6. 

yang telah dicetak oleh Kasi dan Kabid 
- Kasi dan Kabid memberikan parat pada Kutipan Akta Pengakuan Anak yang valid 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas 

-----·- . --·---- -- -----'- --- ----. - - ·--··- ·- -- - ·- -----·----- 
.. - -·---- . --- ------·-· . -· ··- -· ---- ··-· -· - 

\ 
\ 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Petugas - 

Penduduk Pendukung Oporator Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 
Pelaanan 

- Memproses Penandatanganan y Kutipan Aita Kutipan AktA 
Pengakuan Anak 7. 

4 
Pengakuan Anak 1 Men!t .yang telah - Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan yang telah diparaf ditandatanganl 

- Memproses stempel Kutipan Ata Pengakuan Anak I Kuti pan Ate L Kutipan Akta Pengakuan Anak 
8. - Mencatat dalam buku registrasi I I Pengakuan Anak 2 Menit yang dicatat dalam yang telah buku registrasi dan 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I ditandatangani stempel basah 
--------·--- - - � 

- Menginformasikan ke Pemohon urtuk mengambil Kutipan Akta Pengakuan Anak 

' 
Kutipan Akta 

Pengakuan Anak 9. yang dicatat dalam 1 Menit Tenda 8ukti Terima 
- Menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak ke Pemohon dengan tanda terima buku registrasi dan 

stempei basah 

\ 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas e 

Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Waktu Output 
Pelavanan 

- Memproses Penandatanganan 

' Kutipan Akta Kutipan Ats 

7. Pengesahan Anak 1 Menit Pengesahan Anak 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ' I yang telah diparaf yang telah 
f ditandatangani 

- Memproses stempel Kutipan Akta Pengesahan Anak I 

t Kutipan Akta 
Kutipan Ats 

Pengesahan Anak 
8. - Mencatat dalam buku registrasi Pengesahan Anak 2 Menit yang dicatat dalam 

yang telah buku registrasi dan 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ditandatangeni stempel bas.ah 

··-- . - ·- -·----- --- ·---------------------------- - _ .. ______ 
Kutipan Akta - Menginforrnasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Pengesahan Anak + Pengesahan Anak 

9. ( ) yang dicatat dalam 1 Menit Tanda Bukti Terima 
- Menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ke Pemohon dengan tanda terima I buku registrasi dan 

stempel basah 
I 



Nomor SOP 31/0R-B/2017 

$ Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
I 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revlsi 08 Desember 2019 
I 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektif 01 Januari 2018 , . 
Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NamaSOP 
PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH 

Dasar Hukum l Kualifikasi Pelaksana 
1. Peraturan Daerah Nomor 9/ Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

I 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 3. Memahami tatacara penerbitan Surat Keterangan Pindah 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaita n Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KT) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil 3. Buku Register 
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 4. Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK 

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah 6, Lembar Disposisi 
6. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 
7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 

Perlngatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan 1. Kabid : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Surat 2. Kasi Paraf bada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
Keterangan Pindah 3. JFU : Buku Register 

t 



I 
! 
I 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Kepala 
Penduduk Front Office Operator Kasi Kabid Kelongkapan Waktu Output 

Dinas 

Membawa berkas: 

- Formulir Permohonan 

1. - Surat Keterangan dart RT/RW Nomor antrian dan 2 Memit Berkas Permohonan 
Berkas Permotonan 

- ASi KK dan KTP.el 

- Fotokopi KK dan KTP.el 

- Menerima berkas dari pemohon 

Berkas ermnohoan 2. - Verifkasi & Validasi I I Berkas Permanonan 1 Menit yang telah divrifikasi 

) jka ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan i data ;-·- - - - - �--�----- -- 
3. - Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung I I I Pelayanan - --· ----- ---· --- ---- - -- -· ----- -- -- ---- ·- --------··· ------·-- - . L-----••-· 

- Menerima tanda bukti pembayaran denda 
administrasi � 
- Mencatat dalam Buku Registrasi Berkas Permobonan Berkas Permohonan 

4. I I yang telah dvenifikasi 2 Menit dan Salin.an 
dan tanda pentayaran Permohoran - Memberikan Safian Permohonan retribusi 

- Meryerahkan Derkas ke bagian Operator 
. ·--·--· -·-•--·-· -------··--·-·- -.. -·- - ·-- - . ·•· -- .. - ... ·-· ----- ----· .. -------- ----·--- -- ---- -·-- .. . ---· --- . --- I-. ·-- ---- --- - . 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung 
Pelayanan 

I I 
- Mengentry date kedalam database SAK Berkas Perobonan Surat Kererangan 

5. dan Salinan 3 4Memit Pinadah yang telah di 

- Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Permohonan cetak 

- Menyerahkan Surat Keterangan Pindah yang telah di 
cetak ke Kasi dan Kabid - ------ - - - ··-. . - -- ... 

. I- ··-·--···-·--·-·--- --- ---· ·-·-- -··. -· -- -· t- . --· .•. -·-- .. -- ·-- - . -- -- -· -·· . ·- f-··---- �-- ----- 
- Menerima Berkas dari Operator 

- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Surat I I+ -] I Sura! Kererangan Surat Kererangan 
6. Keterangan Pindah dengan berkas permohonan 

Pindah yang tolah di 2 Menit Pidah yang tetah d! 
- Memberikan paraf pada Surat Keterangan Pindah 

6 
cetak cetak dan di verifikasi 

yang Valid 

- Menyerabkan berkas kepada Kepala Dinas 
·- ·-- - ---· -- ··-··-- .. - - . - - -· . - -·. --· --- - ----- .. -·-- � --- -- ----···---- - . -- ..•. --- ·······---- - . . --··---- . 



No. Kegiatan Kepala Penduduk Front Office Operator Kasi Kabid Dinas 
Kelengkapan Waktu Output 

Membawa berkas: 
- 

0 - Memproses Penandatangan 
Surat Kereragan Surat Keterangan 

7 • Pindah yang telah di 1 Merit Pindah yang telah dl 
- Menyerathkan berkas ke Petugas Pendukung 

I I 
cetak dan di vertfkasi tandatangani 

Pelayanan 

- Memproses stempel Surat Keterangan Pindah I 
! Surat Keterargan 

Surat Keterangan 
8 - Mencatat dalam buku registrasi I I Pindah yang telah di 2 Menit 

Pindah yang dicatat 

tandatangani 
dalam buku registrasi 

- Menyerahkan Derkas ke Petugas Pendukung dan stempel basah 

-···· Pelayanan_ ..----. -- --···--··· -------- - Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil 
Surat Keterangan Surat Keterangan Pindah 

9 i 
Pindah yang dcatat 1 Menit Tanda Bukti Terima 

- Menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Pemohon datam buku registrasi 
dengan tanda terima I dan stempel basah 



Nomor SOP 32/OR-B/2017 

{ Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revlsl 08 Desember 2019 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektlf 01 Januari 2018 
Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NamaSOP 
Pembetulan KK IKTP-el/ Surat Keterangan Pindah 

Dasar Hukum ' Kualifikasi Pelaksana ' 
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Penyelenggaraaan 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

I 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ket~pang; 3. Memahami tatacara pembetulan KKIKTP-el/Surat Keterangan Pindah 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga (KKIKK Pengganti) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 3. Buku Register/Agenda 
4. SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah 4. Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK 

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah 
6. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan 1. Kabid : Parat pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan pembetulan KK, 2. Kasi : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
KTPel dan Surat Keterangan Pindah 3. JFU : Buku Register 

I:�- € 
•. 



A. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)/KTP-el/ Surat Keterangan Pindah (Salah Data) 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan 
Penduduk Operatorietugas 

Pendukung Pelayanan 

Operatorf 
Petugas Pendukung 

Pefayanan 
Kasi Kabid 

Kepala 
Dlnas 

Kelengkapan Waktu Output 
Keterar 

Membawa berkas: 

Formulir 
Permohon dan 

KKIKTP.ell Surat 
Keterangan 

pindah 

2Men!t 

Formuir 
Permohon dan 

KAKTP-ell Surat 
Keterangan 

Pindah 

I [ 
- KKIKTP-el/Surat Keterangan Pindah yang salah data 

1. 
- Formulir permohonan 

- Fotok'pi dokumen pendukung lainnya 
------�----l -t---�---1-------·-----------·-+-----+------t--- ---1------1-----------------1----- 

Menyelahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: j 
- KKIKTP -el/Surat Keterangan Pindah yang salah data 

2. 
- Formulir permohonan 

r I 
Formufir 

Permohon dan 
KKIKTP-ell Sura! 

Keterangan 
Pindah 

1 Menit Berkas Pemohon 

-·--·-·---·- -------···---··--· ----·-- -- -- .. - 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 

- Menerima berkas 

3. 1- Memverifikasi dan memvalidasi • Berkas Pemohon 2 Menit Berkas Setelah di 
Venifikasi 

- Mencatat dalam buku harian 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK 
4. 

• Mencetak KK/KTP-el/Surat Keterangan Pindah 

- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf 

-- - -- - -! - 
I I 

I Beras yang siap 
di Input 3Menit 

Pencetakan 
KKIKTP-el/ Surat 

Keterangan 
Pindah 



Pelaksana Mutu Baku 
No, Kegiatan Operator Kepala Keterar Penduduk Operator/Petugas 

Petugas Pendukung Kasi Kabid Kelengkapan Waktu Output Ponduaung Polayanan 
Pelayanan Dlnas 

- Menerima berkas dari Operator/Petugas Pendukung 9 Pelayanan 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas 

Pencetakan Berkas KKIKTp. 
l el/ Surat 

permohonan 
KKIKTP-ell Surat 2Merit Keterangan 

5. 
I ' I I Keterangan - Memberikan paraf pada berkas yang Valid I I Pindah Pindah yang telah 

di verifikasi 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas 

- ·-·----- -·- - ---· --·--· ---- . - . 
I Beras KKIKTP. Berkas KKIKTP. - Memproses Penandatanganan 

el/ Surat et/ Surat I • 6. 
Keterangan 1 Menit Keterangan 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I I I Pindsh yang telah Pindah yang telah 
di verifikasi di tandatangani ·---- ·-------- --·------- . ------- ···- _______ _._ 

--· - Memproses stempel Basah 
Berkas KKIKTP. Berkas KKIKTP. 

e/ Surat el/ Surat Keterangan 7. - Mencatat dalam buku registrasi I I Keterangan 2 Menit Pindah yang telah Pindah yang telah Catat dan di tandatangani 
Stempel Basah - Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 

. ·--·--·-· ---- -· ·------·· ·-··----·-··-· --- --·· ---- - - . -- . -- -·-· . - -- -------· ---· ----- -·------· --- ---------- . - ----. --- - -·- --·•·-·- .. .- . -···-·--· 
- Menerima berkas 

Berkas KKIKTP. 
el/ Surat 

Tanda Terima dan - Menyerahkan KKIKTPel/SKP yang telah dibetulkan ke 
I I Keterangan 

1 Menit Arsip Berkas yang 
8. 

Pemohon Pindah yang telah 
Salah Catat dan - Mengarsipkan berkas dan KKIKTP-el/Surat Keterangan Stempel Basah Pindah yang salah 

$ 



8. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) / KTP-el I Surat Keterangan Pindah (Hilang) 
Mutu Baku Pelaksana 

}6%up%ts~er,[@j t]Keteran 

Penauau ~{z.~ ";""L"; Kast abid pies eterokaran wau otout 
Kegiatan No. 

------!------+--- _ _,_ .. -· -----11--------'I--- ---- --------·--- ···---·-- 

Membawa berkas: 

- Surat Keterangan Hilang KKIKTP-el/Surat Keterangan 

1. 
Pindah dari Kepolisian r l 
- Formulir permohonan 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya ! 
-· -·· ------· --- -�·------- --·· - 1- - 

Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: I 
- Surat Keterangan Hilang KKIKTP-e/Surat Keterangan ' 

2. Pindah dari Kepolisian r I 
- Formulir permohonan 

Formulir 
Petmohon dan 

KKIKTP-ell Surat 
Keterangan 

Pindah 

Formulir 
Permohon dan 

KIKTP-el/ Surat 
Keterangan 

Pindah 

2Menit 

1 Menit 

Formulir 
Permohon dan 

KKIKTP-ell Surat 
Keterangan 

Pindah 

Berkas Pemohon 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 

- Menerima berkas 

3. - Memverifikasi dan memvalidasi I I Berkas Pemohon 2 Menit 
Berkas Setelah di 

Verifikasi 

- Mencatat dalam buku harian 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan 

- Memproses melalui aplikasi SIAK 
4. 

-- . - 1 - -· 
I I 

I Berkas yang slap 
di Input 3 Merit 

Pencetakan 
KKIKTP.ell Surat 

Keterangan 
Pindah 

e '·. 



Pelaksana Mutu Baku 
No. Kegiatan Operator/Petugas Kepala Keteran 

Penduduk OperatortPotugas Pendukung Kasi Kabid Kelengkapan Waktu Output Pendukung Pelayanan pelavanan Dinas 
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung U Pelayanan/Operator 
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas Berkas KKIKTP- 

< i Pencetakan et! Surat permohonan KKIKTP-el/ Surat 2Menit Keterangan 5. I L I I Keterangan 
- Memberikan paraf pada berkas yang valid I I Pindah Pindah yang telah 

di verifikasi 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas 
--- ------ -···--·-·--·- �-- ·- --- ·---·---- ---- ---· ··-·-·· 

• Memproses penandatanga:/,an Beras KKIKTP. Berkas KKIKT. 
el/ Surat el/ Surat 

6. Keterangan 1 Menit Keterangan 

- Menyerahkan berkas ke Piltugas Pendukung Pelayanan I I Pindah yang telah Pindah yang telah 
di verifikasi di tandatangani 

···--·· . ----' -- 1--------.- --- - -- 
- Memproses stempel basah 

Berkas KKIKTP. Berkas KKKTP. 

e/ Surat el/ Surat 
Keterangan 7. - Mencatat dalam buku registrasi I I 

Keterangan 2 Menit Pindah yang telah Pindah yang telah Catat dan di tandatangani Stempel Basah - Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 
. -- - ·---·-·· -- -------------·-··------ -·----- .. - - --------- ·- 1--------- . .. - ---··-·-·-·- --- ··--··· --- -�---···- --·- ---·---- ------ 

- Menerima berkas 
KKIKTP-ell Surat 

Keterangan Tanda Terima dan 
8. - Menyerahkan KKIKTP el/SKP ke Pemohon I l Pindah yang telah 1 Merit Arsip Berkas 

Catat dan Permohonan 
Stempel Basah 

- Mengarsipkan berkas permohonan 
----- 



NomorSOP 33/OR-B/2017 

#cl Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi 08 Desember 2019 E DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektif 01 Januari 2018 . % Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NamaSOP 
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana i 
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK I 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 3. Memahami tatacara penerbitan Akta Pencatatan Sipil 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KKIKK Pengganti) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 3. Lembar Disposisi, Blangko Akta, Register, Stempel, Buku Tanda Terima 
4. SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah 4, Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK 

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah 
6. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan 1. Kabid : Paraf pad a lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses pembetulan 2 Kasi : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
Akta Pencatalan Sipil 3. JFU : Buku Register 



A. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Akta Catatan Sipil (Salah Data) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Petugas Keterangan 
Penduduk Pendukung Pondukung Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu output pelayanan/ pelayanan/ 

Operator Operator 

Membawa berkas: 

- Akta Catalan Sipil yang salah data Formulir Permohen Formufir 
1. I l dan Akta Catata 2Men Permohonan dan 

Sipil yang salah Akta Catatn Sipl 
- Formulir permohonan 

I 
data yang salah data 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya I 
-·- --· ·---- I ------ 

Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: 

- Akta Catalan Sipil yang salah data Formufir 
2. I I Permohonan dan t \Merit Berkas Pemohon Ata Catatan Sipil 

- Formulir permohonan yang sa'ah data 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya 
·-· -- -- ·---··--·----····•--"------····- ------ - ···-- -----·. -··----- ----. . ---·--· -------·-- ·- - ---··----·· ·------- ---------- -- -------- ... 

- Menerima berkas permohonan, mencatat dalam agenda . 
3. pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran r l Berkas Pemoho 2 Menit Berkas Setelah di 

Verfikasi 

- Memverifiasi/memvalidasi berkas permohonan 
% --·- - ·-- --·-·------· -· - --- -- --- --- - -------·- �----1---·- ------------ ----------·- -· -------· ---- -· . �----··--- -- - ---- ---- -- ----------- --·----- ... -- - ---·- . 

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung 
Pelayanan/Operator I I 
- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK I Berkas yang siap di 4. 3Men? Petcetakan 

I Input 
- Mencetak Akta yang sudah diperbaiki 

0 - Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf 
-· .. -- .. --- - ·-. -·-·• -·--·--- --· ·-- - -------- --- --·-· ---- ---· -- -- -- -- --- - _,_ _____ ------- ----- -- --··--·-·---· --- ·- -- . - -··· ---- ···--------· -------- -------- . -· ----. 

•· .0 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Petugas Keterangan 

Penduduk Pendukung Pendukung Kasi Kabid Kepala Di nas Kelengkapan Waktu Output 
pelayananl pelayanan/ 
Operator Operator 

- Menerima berkas dari Operator ? - Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas 
permohonan 4 Pencetakan Aita 

Bekas Akta 
5. I I r 1 Catatan Sip 2 Menit Catatsn Sipill yang 

- Memberikan paraf pada Akta Catatan Sipil yang valid ,- • telah di verifkasi 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas ·; 
. -·--· . --,- - -- ----·· .. .. � ..... -- 

- Memproses penandatanganan ' I Beras Akta 
Bekas Akta 

6. Catatan Sip?l yang 1 Menit 
Catatn Sipil yang 

I I telah di 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan telah di verifikasi tandatangani 

- ---- 1---·· - I -----·- ·-· 
- Memproses Stempel Basah 

I 

Berkas Alta Catatn 
Berkas Akta 

7. - Mencatat dalam Buku Registrasi I I Sipl yang telah di 2 Menit Catatan Sip yang 
telah Catat dan 

tandatangani Stempel Basah 

- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan 
.. .. ·- - . ---- ----- - -- .. -- .. -··· -·-- -·· -··-- --•· --- t-•··--· -·-· . -- --· -- . ---·- ... - ··--· ·----- ---·--- ---·- --· ---- -·---- ·--··-- ·-·- - --·· 

- Menerima berkas 

- Menyerahkan Akta Catatan Sipil yang sudah dibetulkan I I Akta Catatan Sipil Tanda Terima dan 
8. 

ke Pemohon 
yang telah dicato 1 Merit Arsip Berkas yang . dan stempel basah Sala 

- Mengarsipkan berkas permohonan 

$ 



B. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Akta Catatan Sipil (Hilang) 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Petugas Keterangan 
Penduduk Pendukung Pendukung Kasi Kabld Kepala Dinas Kolengkapan Waktu Output pelayanan pelayanan/ 

Operator Operator 

Membawa berkas: 

- Surat Keterangan Hilang Akta Catalan Sipil dari 
Kepolisian I l Formufir Permohan Formu'it 

1. dan Akta Catata 2 Menit Permohon dan 

- Formulir permohonan Sipil Akta Catatan Sioil 
' 

I ! 
. --·· - Fotokopi dokumen pendukung lainoya 

----- --- ···- 1----- -�--- I ·-----· ·---·---- --· 
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: 

- Surat Keterangan Hilang Akta Catatan Sipil dari 
Kepolisian I l Formufir Permohan 

2. dan Ata Catatan 1 Merit Berkas Pemohon 

- Formulir permohonan Sii 

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya -- -- --l--- ... ----- -------· ---------·---- --·------ . ··-- ----· - .. .. ·-·---- - -·----- - - ····-· -- -- -- -- ·-· --· --· ·--- --- - -- --·-- ·---- ------- ---- - -- . ····- --· �--· 
- Menerima berkas permohonan, mencatat dalam agenda I I 

3. 
pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran 

I 
Berkas Setelah di Berkas Pemohon 2 Menit Verifikasi 

- Memverifikasi/memvalidasi berkas permohonan - ---1-· -·-- - - . - --- --------·-- ···- -· ---·- -- ..... I- . - . -- - ··-- ·-· - ---· -- - -- -- ·-·-·- .. ---- --· -·--·---- .•. -----· --·· ---- .•. -- -----·· 
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung 
Pelayanan/Operator I I 

4. - Mencetak Akta I Berkas yang siap di 3 Ment Pencetakan Alta 

6 Input Catatan Sipi 

- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf 
.. ----·-····-L-._- ·-·-·----- --- ---·-:--- - ----· -·--- ___ .._ __ -- --- - --·· .. ---- 

.0 



Polaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Petugas Petugas Keterangan 

Penduduk Pendukung Pondukung Kasi Kabid Kepala Dinas Kotengkapan Waktu Output 
pelayanan/ polayanan/ 
Operator Operator 

- Menerima Berkas dari Operator 9 • Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas 
permohonan 4 Pencetakan Aita Bekas Akta 

5. I «- l] I Catatan Sipl 2 Menit Catatsn Sip± yang 
telah di verifikasi 

- Memberikan paraf pada Akta Catatan Sipil yang valid 

- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas I 
-- ··- - . ----·-- -------- ------------- ----- -- 1---------- -- ; .• 

- Memproses penandatanganan : Berkas Akta 
Berkas Akta 

6. I Catatan Sipil yang 1 Menit Catatan Sipil yang 

I I telah di 
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan telah di verifikasl tandatangani 

- . - .. 1---····- --- . --·- ----------- ··---·--------------- ------ -- -- -- .. ------- ··--· --- .. ---- ... 
- Memproses stempel basah 

Berkas Akta Bekas Akta 

7. - Mencatat dalam Buku Registrasi I I Catatan Sipil yang 2 Menit Catatan Sip} yang 
te!ah di telah Catat dan 

- Menyerahkan Akta Catatan Sipil ke Petugas Pendukung 
tandatangani Stempel Basah 

.. Pelayanan _.------.----- .. -- ... ____ ,, ___ -- ---- ... - -- .. ----· . . -· ---· -- . --·-. -- -- . ----· -- ·-· . ··-· ·----- - . ------- .. ----. ---------- . - ------·· 
- Menerima berkas 

Kutipan Akta Tanda Terima dan 
8. - Menyerahkan Kutipan Akta Catatan Sipil ke Pemohon de Catatan Sipill yang 1 Menit Arsip Berkas yang 

[ l telah Catat dan Salah 
Stempel Basah 

- Mengarsipkan berkas permohonan 

- 



NomorSOP 34/OR-B/2017 

£ Tanggal Pembuatan OB Desember 2017 

� PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi 08 Desember 2019 
[ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Efektif 01 Januari 201 B , 

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ' 

NamaSOP 
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pelayanan Pengaduan / Keluhan Pelanggan 

Dasar Hukum ' Kualifikasi Pelaksana ' 
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyele;ggaraan 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

I 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK 
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Kabupaten Ketapang. 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KKIKK Pengganti) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 
2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat) 
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 3. Buku Agenda 
4. SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah 4. Printer 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK 

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah 
6. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan pelayanan 1. Kabid . . : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 

2 Kasi - : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas) 
dan permasalahan administrasi kependudukan tidak dapat tertangani 3. JFu ° : Buku-Register 

. ( 

n 
I 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan 
Pemohon Rag. Tata 

Usaha 
Pelaksana 

Teknls 
Kepala 
Sekst 

Kepala 
Bldang 

Kepala 
Olnas 

Kelengkapan waktu Output 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Memasukan Surat pengaduan ke baglan Tata Usaha 

Menerima dan memasukan surat pengaduan ke surat 
masuk, dan mengajukan ke Kepala Dinas 

Memberikan disposisl kepada Kepala Bidang sesuai dengan 
jenis/bidang aduan 

Menerima disposisi dani Kepala Dinas dan mendisposisikan 
surat pengaduan kepada Kepala Seksi sesuai dengan 
jenis/bidang aduan 

Menerima disposisi dani Kepala Bidang dan menugaskan 
petugas ke lapangan 

Melakukan pengecekan lokasi di lapangan apakah sudah 
sesuai dengan syarat teknis yang bertaku, mencalat dalam 
buku laporan, memberikan saran/masukan dan mediasi 
berkoordinasi dengan atasan dan pejabat daerah setempat 

Membuat draft awal surat hasil pemeriksaan tapangan yang 
ditu;ukan epada tedapor dengan tebusan kepada 
pelapor/pemohon serta instansi ferkait dengan melampirkan 
hasit pemerksaan lapangan, kemudian meminta 
persetujuan kepada Kepala Seksi sesual dengan jenis 
aduan 

Memberikan koreksl dan persetu]uan draft awal surat hasil 
pemeriksaan lapangan dan meminta persetujan Kepala 
Bidang 

Menetaah drat Final dan mengajukan ke Kepala Dinas 

Menelaah, mengkoreksi dan memberikan persetujuan 
dengan menandatangani draft Final surat hasil pemeriksaan 
lapangan 

Menerimna surat dan menyampaikan kepada tedapor serta 
tembusannya 

( 

Surat Pengadunn 1 Menit Surat Pengadoar 

Surat Pengaduan 1 Menit Surat Masuk 

Surat Masuk 2 Menitt Disposisi ke Kabid 

Disposisi ke Kabid 2Menit Disposisike Kasi 

Disposisi ke Kasi 2 Merit Surat Tugas 

Pengece'an Lokasi 
Surat Tugas 5 Menit di sertai maukan 

dan saran 

Pengecekan Lokasi Draft hasil 
di sertai masukan 20 Menit pemnerksaan 

dan saran tepangan 

Draft hash Koreksi dalam Draft 
pemeriksaan 2Menit has/ perenksaan 

tapangan lapangan 

Koreksi dalam Draft Koreksi akhir dalam 
Drat hasil has! pemerksaan 2Menit pemerksaan lapangan lapangan 

Koreksi aiir dalam Persetujuan dalarm 
Draft hasill 2 Maril Draft Final has 

pemeniksaan Pemerksaan 
lapanga Lapangan 

Persetujan dalam 
Draft Final has 


